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BUPATI TANA TOR.dJA
PROVINSI SULAWESI SEI.A'TAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NoMoR: 28 raHuN zozs

PENGEI..LAAN KEUANGAN 
"^#JSI;,^,ANAN 

UMUM DAERAH UN,T
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA.IA,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

d.

bahwa dalam rangka penerapan praktik bisnis yang sehat
guna meningkattan kualitas dan kesinambungan pelayenen
kesehatan kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan
transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan
kepatuhan peda peratxran perundang-undangan dalam
pengelolaan keuangan daerah khususnya di Puskesmas
dapat lebih responsif terhadap kcbutuhan warga dan
berorientasi pada pedngkatan kesejahteraan;
bahwa untuk melakaanakan pengeloLaan keuangan yang
tertib, efektif dan elisielrsi Badan Lavarran Umum Daeral.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat,
perlu disusun suatu pola pengelolaan keualgan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73,
Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (51, Pase] 94 darr Pasal 96
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Maeyarakat diatur dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangnn sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetaPkan

Peraturan Bupati tentang PengeloLaan Keuangsn Badan
l,ayanal Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Ke8€hatan Masyarakati

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
F'emerints-han Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambah.an kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah- diubah
beforapa ka,Ii terakhr dengan Undang-Undang Nom{r 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Pefatursn Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Ne8gra
Republik lndonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O23 Nomor
1O5, Tambahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
6887);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentarrg Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi SeLatarr (IJEbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan
tembaran Negara Republik lndonaia Nomor 7084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Taiun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4E,
Tambalan Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimatra tclah diubah dentan Pcraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Poraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
PengeloLaan Keuangan Badan Layanan Umum (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahrn 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan l.€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelol,aa.n Keuan8an Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indoneeia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Irmbaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturar Pemerintah Nooor 28 Tahun 2024 tcnt!fl8
Peraturan Pelak8anaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 terll.ar,g Kesehatan (Lmbamn Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Dslam NeBeri Nomor 79 Tahun 2Ol8
tentarg Badan Layanan Umun Daerah (Berita Negere
Republik Indoneeia Tahun 20 1 8 Nomor 1 2 1 3) ;

9. Peraturan Menteri Kesehatar Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Pusat Kesehetan Masyerakat (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2024 Nomor 1O39);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGETOI.AAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UMT PEIAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratura! Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adal,ah Kabupa.ten Tana Toraja.
2. PeDerintah daerah adalah kepala daerah acbagai unsur penyelenggan

Penerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Deq,an Perwakilen Rekyat Daerah yang sclanjutnye disin8kat DPRD adalah

bmbaga. pel1^ akilan rakyat Daerah vang berkedudukan Eebegai unaur
p€nyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Satuan Keda Perangkat Daerah yang Bel,arjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupa.ti da'l DPRD rlelan penyelenggaraan urusan
pem€rintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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6. Pusat Kesehatan Masyatakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
Fasilitas PeLayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyeleoggarakan dan
mengoordinaiikan pelayanan kesehatar promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paiiatif di wilayah keianya .

7. Badelr. l,ayanan Umum Daerah, yang selanjutnya disobut BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit petaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
lleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pemimpin BLUD adalah Direldur atau pejabat yang memimpin unit
peLaksana teknis dinas/badan Daerah yang melaksarakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan tekris penunjang t€rtentu selaku kuasa
pengguna anggaran /kuasa pengguna barang.

9. Pole pengelolaan Keuangsn BLUD, yang selanjutrya disebut PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas beruPa
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisois yang sehat untuk
meningkatl<an pelayanan kepada masyaral<at dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan p€ngeloiaan keuangar daerah pada umumnya.

10. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layaran
yang bermutu dan berkesinambungan.

11. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pengelola adalah
pemimpin, pejabat keuangan darr pejabat teknis peranSkat Daerah yang
bertenggundawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kebijakan Fleksibilitas da:r keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.

12. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adaLah
salah satu Pengelola yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab
keuangan, serta berkewajiban mengoordinasikan penyusunan rencana
bisnis dan anggaran, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggarao BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dar
belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-
piutang, menyusun kebijakan penSelolaan barang, aset tetap, dan investasi,
menyelenggaralan sistem informasi manajemen keuangan, dan
menyelenggarakan akuntarsi da-n p€nyusunan laporan keuangan.

13, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sela.njutnya disebut TAPD adalal tim
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan Kepala Daerah daam ra-ngka
pen,.usunan APBD.

14. Fleksibilitas adalah keleluasaar dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkal praktik bienis yang sehat untuk meningkatl<an layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

15. Pendapatan adalah semua hak Daera} yang diakui sebagai penambahan
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angga,ran berkenan.

16, Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahufl.

17. Rencana Bisnis dan Anggarar yang selanjutnya disingkat RBA adalal
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

18. Anggaran Pendapatan dan tselarja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adal,ah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

19. Dokumen Pelaksanaar Anggaran yang selanjutirya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan al:rggaran.

20. Darurat dan mendesak adalah perg€seran anggaran pada keadaan darurat
meliputi bencana alam, bencana nonalaE, bencana sosial daa/atau
kejadian luar biasa, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat
meagganggu kegiatan pelalEnan publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangtan,
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21. Dokumen Bisnis Anggaran yang setanjutnya disingkat DBA adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan
kualitas barang dan/atau jasa yang yang sudah ditandatangani Pemimpin
BLUD setelai menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi tim anggar.rn
Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pelaksanaan anggaran yang
bersumber dari dana BLUD.

22. Arrggaran Pendapatan dar Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuargan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah .

23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
pengangga.ran yattg terisi rencana pendapatan, renc'rna belanja program

ita" tegiat^", serta rencana pembiayaan sebagai dasar pen]'usunan APBD'

24, Dokunien Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD yang diSunakan

sebagai dasar pelaksanaar oleh pengguna anggaran',
ZS. f"na""p t^tt 

"a'rfah 
semua penerimaan datam bentuk kas dan tagihan BLUD

-- 
u.rln -"rr"-taft ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan

yatti tia"L pertu dibalar kembali'
zo.'Bela:nja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangl

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

atan aiperotet pembayarannya kembali oleh BLUD'

27. penerimaan pembiayaan aaiai, s.mu" penerimaan.yang bersumber dari
'' 

;;;;;; pinlaman langka ;ndek, penerimaan pinjaman jangka panjang

dan penerima temnar' p-lJrnan yang diberikan kepeda-pihak ketiga'

;;tj.iJ. investasi perrnanen lainnva dan pencairan dana cadangan

28. Pengeluaran Pembiayaan totlth "t-u^ 
p.elgelu,aran untuk Pembalaran

Dokok piniaman. pt"g"l'"iu''-' i"'""t"ti jittgLt panjang' pemberian

lit l"-.t d-an pembentukan dana cadangan'

29 !"'"i-;#;;;'ii"r..g p*t,itrret, Aiggtt"t vans selanjumva disebut
"' ir#aiJr?pe 

"aalart 
sJist' re-rlii-ttu.t tittog iealisasi penerimaan dan

""n*i"at"tt 
anggaran selama I (satu) periode anggaran '

, [:'jil;ffi-;;?; i'*"l1tt" pembavaran kembali dana vang dipinjam
"- 

"'ti"'"ol"g 
or"t eluo tep"aa pitrat< iain utang ini dapat-.berupa utang

irgr." p."'a.t txt.a,,g otti ""tu 
iahun) ataujangka panjang (lebih dari satu

+-h,,hr I rtanq sr.uo oratuiLiam perjanjian 
-yang ditandatangani oleh

SJ"lrii ril"uo 
-a"" 

pemberi utang, dan kewajiban p€mbavaran utang

i"-#"""t ur.*. dan pokok menjadi tanggungjawab BLU-D'

sr. Pi;;e eLuo"adalah sejumlah 
"uang y"ttg t"jiu dibalarkan )<epada BLUD

-' 
"i"ii"r.-eLu;-r".g 

i"oJ ai'lll-i" aeiga" uang' yarg timbul akibat

ffi;j* "o" ".6"u1"- vt"g ""t' Piutang BLUD ini terjadi sehubungan

i"rie; p.ny...},an barang' jasa' dan/atau transaksi .lainnya 
yang

U"in-,.uu.tg"r, t"r,g"ung atau 
"tidak 

langsung dengan kegiatan BLUD Dengan

*oll", -pruta.ielu-D aaahh hak s:ruD-atas pembavaran dari pihak lain

karena kegiatan pelayanan yang diberikan'
32, lnvestasi adalah penggunaan iset untuk memperoleh manfaat ekonomis
-- ;;; bunga, dwiden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnva

""[i"gg" alp"t meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

rangki pelayanan kepada masyaraka
33. Divestasi adalah *rr""rr" p",t"lk"t dana berupa penarikan investasijargka

pendek.
3+. Earang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
" ;;;;;i;ii ".; aipe.orJt' ata; beban APBD atau berasat dari perolehan

lainnya Yang sah
35 ;;;;t'Ak;"tansi Pemerintahar yang sel'anjutnya disingl<at SAP adalah* 

ffi$- "r.""L""i 
yang diterapkan d"l"' t"t'y'""t dan menyajikan

iaporan keuangan Pemerintah'
so. RJk.tire fa* -SLub adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank

yang ditunjuk oleh BuPati.
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37. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggundawabkan uang pendapatan BLUD.

gg. Bendahara 
- Pengeluaran adatah pegawai yang ditunjuk menerima,

menyrmpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan Belanja BLUD'

fs. Uanj ee.seliaariyang setanjutnya disingkat U-P adalah. uang. muka keija
dalair jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran

BLUD untuk membiayai kegiatar operasional BLUD

40. Pembayaran l,angsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran- 
;;;,ng k.p"a"-g"tta;tt"-p.,tgel'raran / penerima hak lainnya atas dasar

p"rj""ojlit tirj", surat tugas, dan-/atau surat perintah kerja lainnya melalui

penerbitan surat perintah membayar langsung 
-

+f, banti Uang Persediaan yang selanjutnya giTlut GU. adalah uang vang'- 
Jiu"tit . fi-"p"aa Bendahara eengeiuaran BLUD untuk menggantikan UP

f.t g t"hh arg.,.t"k"rl dan telah dipertansunCdawlllan - . .

42. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalahadalah surat
'- iJin ainun"tt, ,.,tui menyetorkan penerimaar BLUD yang

ii 
".T.n 

gg.'t"k"n oleh Bendahara Penerimaan BLU D'

la, iurat firtanggungiawaban yang selanjutnyg dlTbut SPJ adalah sebuah
- 6;; ;;;E; ;?' l.Jy uut'ti su rat ian g uerkaitan densar 

-kelen 
gka pan

administrasl pertanggr,,ga*"bt" ptntL'"tt'"" keuangan dan/atau hasil

realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus'

++. Lporan Rellisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan

yanB menya;lkan rnlormasi ieatisaii penaapatan' Belanja' transfer'
'"r.ir""7a"t*1,, p.mbiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran'

".rr! -1"ing-*."ing diperbandingkan dengan anggarannya dalam I (satu)

periode.
ts. Lp"i"" operasional vang selanjutnva thlts|<ai Lo :9111-laeoran vanc- 

mJnyajitan informasi -"t'g"tt"i seluruh kegiatan operasional keuangan

entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan I,o' beban dan

".,rpi"""li"?r!" "p"rl"io"r.r* 
a.ri suatu entital pelaporan yang penyajiaanya

disandingkan dengan periode sebelumnya
oo i.*.^n "n.r" Kai vane selaniutnya disingkat LAK adalah laporan }ang'" ffiiJin.,i-,"ro*.'"i.?"" t"s'k dar keluar kas selama periode tertentu

v""J aLf""if*""if.an berdasarkan aktifitas operasi' akifltas investasi' dan

aktifitas Pembiayaan.
4?. A;;;;'"o" t-por"., Keuangan yang setanjutnva disebut- caLK adalah- 

;;; ,""; -.'"v"ilt"" i"ioiln"Jl teitang penjelasan atau- daftar terinci

atau ana-lisis atas nital suatu pos yang disajii<an dalam LRA/ LO' neraca' dan

;li fu; rangka pengungkapan yang memadai' 
.

48, Rencana Bisnis dan Anggaran oerrnitir yang selanjutnya disingkat RBA

Definitif adalah nea yang suaafr disesu-aikan dengan RKA dan telah

disahkan oleh pimpinan BLUD/Dewan Pengawas'

4r. ;;;;;;;lt.i, rt'i*" vJt'e selanjutn]a disingkat LPE adalah basian

dari laporan keuanBan yang minyajiftan informasi mengenai perubahan

ekuitas lmodal p€milik) selama periode tertentu-

so, irr"i pJ._i"t".n pencairan Dana yang selanjumya disingkat surat-PPD
"- IJJr ""."a vang digunakan untu( mengajutan permintaan pembayaran

a""", t"t"*-" d-.tai1 to.,tets pengeluaran anggaran atau kegiatan yang

dibiaYai dari dana BLUD dan APBD'

51, ;;i; K; Umum Penerimaan adalah bagian dari buku kas umum yang

fokusmencatatsemuatransaksipenerimaankasatauuangtunaiyang
masuk ke dalam bendahara Penerimaan

5r. ;;il K.s Umum pengeluaran adalah catatan transaksi pengeluaran kas
"- il; """4 o.g"ni"isi, y"t'g mt"cakup pembaya'ran' pembelian' dan

pengeluaran rutin lainnya'
53'suratotoritasPencairanDanayangselanjutnyadisingkatSurat-oPDdalah"" aJt"-"" p""ti"g yang digunaLn 

"tlalam-penatausahaan keuangan BLUD'
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Surat ini diterbitkan oleh Pemimpin BLUD sebagai otorisasi untuk
pencairan dana BLUD dan menjadi dasar bagi Pejabat Keuangan untuk
melakukan pencairan dana.

54. Surat Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Surat-PD adalah
dokumen resmi yang diterbitkan oleh PPKD sebagai Kuasa Bendahara
Umum Daerah untuk memerintahkan pencairalr dana dari rekening kas
daerah ke rekening penerima. Dokumen ini digunakan dalam proses
pembayaran atas beban APBD setelah disetujui melalui surat perintah
membayar.

55. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat
PSBDT adalah suatu tahap dalam pengurusan piutang negara yang
dilakukan setelah piutang tersebut telah diurus secara optimal, namun
masih terdapat sisa utang dan belum dapat ditagih.

56, Nota penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah dokumen
yang digunakan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk mengajukan
permohonan dana guna melaksanakan kegiatan tertentu kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

57. Satuar Pengawas Internal BLUD adalah unit keda yang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian intemd dalam rangka
membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayalan,
keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial, juga bertugas membantu
manajemen dalam pengamanan kekayaan, menciptakan akurasi sistem
informasi keuangan, menciptakan efiaiensi dan produktivitas, serta
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam menerapkan praktik
bisnis yarlg sehat.

58. Panita Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah
tembaga yang bertugas mengurus piutang negara yang berasal dari instansi
pemerintah atau badan yang dikuasai oleh negara.

59, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPID adalah
unsur pelalsana tugas telmis operasional dan/atau teknis penunjang yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Dinas/Badan) untuk melaksanakan
kegiatan spesifik di lapangan atau memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat.

60. Dana Kapitasi Dana kapitasi adalah sistem pembayarar bulanan di muka
dari BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar, bukan jenis atau jumlah
layanan yang diberikan, untuk mendorong pelayanan preventif-promotif dan
operasional dasar kesehatan.

61. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.

62. Dana Pelayanan Umum adalah dana pungutan Puskesmas sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan khusus yang disediakan dan/atau
diberikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas, sesuai dengan Perda Nomor
1 'fa7lun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

63. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang disingkat FKTP adalah layanan
kesehatar dasar yang dilaksanakan di Puskesmas yang menjadi titik awal
bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan medis non-spesialistik .

64. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah lembaga
Pemerintah di lndonesia yang menyediakan program jaminan sosial untuk
s€luruh warga negara.

65. Pembiayaan yang dimaksud adalah semua penerimaan yang p€rlu dibayar
kembati dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggErr.rn



Pasal 2

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Strukur anggaran BLUD UPID Puskesmas terdiri atas
a. Pendapatan BLUD;
b. Belanja BLUD; dan
c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber
dari:
a. jasa layanan;
b. hibah
c. hasil kerjasama dengan pihal lain:
d. APBD; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber darijasa layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh darijasa layanan yang
diberikal kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah
dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD
sebagaimana tercantum dalam naskah pedanjian hibah.

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari keiasama BLUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(6) la-in-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e, meliputi:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
d. komisi, potongan ataupufl bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

7

1. Malsud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan fleksibilitas
dan keleluasaan bagi Puskesmas untuk mengelola keuangannya sendiri
secara maldiri agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat-

2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitasdalam pengelolaan dana,
serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia keuangan di
Puskesmas untuk mendukung pencapaian target kesehatan daerah.
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e. investasi; dan
f. pengembangan usaha

Pasal 6

(l) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (6) huruff
dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat.

{2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dad
BLUD yang bertugaa mel,akukan pengembangan layanan dan
mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 7

(l) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung
untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari
hibah terikat.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 8

(1) Belanja BLUD UPID Puskesmas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, terdiri ataa:
a. Belanja operasi; dan
b. Belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup
seluruh belanja BLUD UPID Puskesmas untuk menjalankan tugas dan
fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Belanja
pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, dan Belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, mencakup
seluruh Belanja BLUD UPID Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yarig memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi Belanja tanah,
Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalar,
irigasi dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.

Pasal 9

(1) Pembiayaan BLUD UPID Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c, terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua
penerimaan yarg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 9 ayat (l)
huruf a, meliputi:
a. SiLPA arggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Divestasi; dan



BAB tV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal I I

(1) UPrD Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada
Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kineda;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkiralan

akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah,
hasil kedasama dengan pihak lain dan/atau hasil usala lainnya, APBD,
dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.

(3) Anggaran berbasis kineda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output
dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(a) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

(5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan sta-ndar satual harga yang
ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kebutuhan Belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurufc merupalan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja
operasi dan belanja modal.

Pasat 12

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 ayat (l), meliputi
a. ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau foru.)ard estimqte.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel
dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dis€rtai dengan standar pelayanan
minimal.

Pasal 13

(l) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (l) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan.

(2) Rincian .rnggaran Pendapatan, Belaaja dan Pembiayaan sebagaimala
dimaksud dalam Pasa.l 12 ayat (1) huruf b. merupalan rencana anggaran
untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang
tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) huruf c,
merupakan estimasi harga juat produk barang dan/atau jasa setelah

c. penerimaan utang/pinjaman.
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf b, meliputi:
a. Investasi; dan
b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.



10

memperhitungkan biaya per satuan da.n tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimara dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran
bersumber dari Pendapatar operasional yang diperkenankan dan ditentukan
dengan memtrrrtimbangkan fluktuasi kegiatar operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) huruf e,

merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk taltun anggaran berikutnya
dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 14

(1) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll huruf b
diintegrasikan/dikonsotidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA SKPD.

(2) RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangar Peraturan Daerah
tentang APBD.

(3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

( 1 ) PPKD menyampaikan RKA SIGD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelahaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 16

(1) TAPD menyampaikan kembati RXA SKPD beserta RBA yang telah dilal<ukan
penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada PPKD

untuk dicaltumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti
tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 17

Pasal 15

Ketentuan Format RBA BLUD UPID Puskesmas meliputi :

a. format RBA Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. format RKA Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. format DPA Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
d. format laporan Pendapatan, Betanja dan taporan Pembiayaan,
tercantum dalam Lampirar I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal l8

(l ) Perubahan RBA dapat dilakukan melalui:
a. pergeseran anggaran Belanja BLUD;
b. penggunaan ambang batas;
c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya, dan
d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

(2) Pergeseian angg€lran belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam
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jenis Belanja pada DPA lewat persetujuan Pemimpin BLUD untuk
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(3) Pergeseran anggaian belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk antar jenis belanja pada DPA yang bersifat darurat dan
mendesak dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

(4) Penggunaan arnbang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurui b
dapat dilakukar sesuai dengan kebutuhan anggaran.

(5) Penggunaan SiLPA BLUD dan penyesuaian SiLPA BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diLaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundaig-undangan.

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ke kepala dinas
dan PPKD.

Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kegiatan
BLUD.

Pasal 19

Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA SKPD.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA

Pasal 20

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk
diajukan kepada PPKD.

Pasal 21

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan.

(2) PPKD mengesahkan DPA wbagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 22

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggarai yang bersumber dari APBD.

{2} Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja
barang dan/atau jasa yalg mekanismenya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimara dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan anggaran kas datam DPA, dengan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi Pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(4) Pelaksaraar anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
melampirkan RBA.

Pasal 23

( I ) DPA yang telah disahkan oleh PPKD dan RBA yang telah disusun menjadi
lampiran pe{anjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin
BLUD.
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(2) Pedanjian kine{a sebagaimana dima}sud pada ayat (1) antara lain memuat
kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan masyar:akat;
b. kineda keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 24

(1) Dalam pelaksana.an anggaran, pemimpin menyusun laporan Pendapatan
BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala
kepada PPKD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat
pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan
kepada PPKD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan p€ngesahan
dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Pasal 25

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Pemimpin BLUD membuka Rekening Kas
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)digunakan untuk
menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf e.

Pasal 26

(l) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
d. pembayarani
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh Pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap bulan kepada Pemimpin BLUD melalui
Pejabat Keuangan

Pasal 27

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD metakukan penatausahaan keuangan
minimal memuat:
a. Pendapatan dan Belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. Utang dan PiutanS;
d. persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
e. ekuitas.

Pasal 28

(1) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan
mempertimbangkan volume kegiatar pelayanan.

Fleksibilitas dengan
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(2) Fleksibiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Betalja yang
disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambaJrg batas RBA dan
DPA yang telah ditetapkan secara definitif-

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksana-kan
terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD yaitu:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. tain-lain pendapatan BLUD yang sah;

(4) Dalam hal Belanja BLUD melampaui arnbang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat l2l, terlebih dahu'lu mendapat persetujuan Bupati.

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa nota dinas
yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD dengan melampirkan RBA atas
pelampauan ambang batas.

(6) Nota dinas yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Pemimpio BLUD.

(7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 29

(l) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat {2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran persentase ambang batas s€bagaimana dimaksud pada ayat (l)
memperhitungkan fl uktuasi kegiatan operasional, meliputi:
a. kecenderungan/tren selisih anggarian Pendapatan BLUD selain APBD

tahun bedalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya;
dan

b. kecenderungan/tren selisih Pendapatan BLUD selain APBD dengan
prognosis tahun anggaran be{alal.

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dicantumkan dalam RBA dan DPA.

(4) Pencantuman ambang batas sebagaima-na dimalsud pada ayat (3) berupa
catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

(5) Persentase arnbang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat
d ipertan ggungiawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat {l), digunakan apabila
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target Pendapatan yang telah
ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkar.

Pasal 30

(l) Proses pencatatan Pendapatan dimulai pada saat Bendahara Penerimaan
BLUD menerima pembayaran dari pemberi Pendapatan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat
Bendahara Penerimaan BLUD menyetorkan Pendapatan yang diterimanya
ke Rekening Kas BLUD.

(3) Bendahara Penerimaan BLUD mempunyai kewajiban untuk melakukan
pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlai yang tertera
pada dokumen penerimaan uang.

(4) Bendahara Penerimaan BLUD membuat tanda bukti pembayaran/buliti lain
yang sal. minimal 3 (tiga) lembar, asli kepada pemberi Pendapatan, salinan
I (satu) untuk arsip bendahara dan salinan 2 (dua) untuk arsip.

(5) Setiap penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD harus
disetor ke Rekening kas BLUD paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya
dengan menggunakan formulir STS.
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(6) Jika penerima,an tidak dapat dilakukan sebagaimara dimaksud pada ayat
' ' 

(5) akibat keadaan tertentu, maka batas waktu penyetoran paling lambat 1

i".t ) ft".i ke{a berikutnya dapat dikecualikan dan/atau diatur batas

waktu yang wajar untuk dapat menyetor peneiimaannya

Pasal 31

(1) Pembukuan transaksi penerimaan Pendapatan BLUD dilakukan melalui:
a. pembukuan atas Pendapatan secara tunai; dan
b. pembukuan atas Pendapatan melalui rekening kas BLUD.

(2) Pembukuan atas pendapatan secara tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufa dilakukan sebagai berikut:
a. Bendahara Penerimaan mengisi Buku Kas Umum Penerimaan

berdasarkan tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah;
b. Bendahara Penerimaan membuat STS dan melakukan pencatatan atas

Pendapatan yang diterimanya ke Rekening Kas BLUD; dan
c. Bendahara Penerimaan membuat register STS.

(3) Pembukuan atas pendapatan melalui Rekening Kas BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufb dilakukan sebagai berikut:
a. Bendahara Penerimaan menerima slip setoran/bukti laifl yang sah dari

pemberi Pendapatan atas pembayaran yalg dilakukan;
b. berdasarkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan BLUD
pada Buku Kas Umum Peoerimaan dan penyetoran pada bagian
penerimaan; darl

c. Bendahara Penerimaan juga mencatat pengeluaran pada Buku Kas
Umum Penerimaan pada bagian pengeluaran.

Pasal 32

(1) Bendahara Pengeluaran BLUD mengajukan Surat-PPD untuk
metaksanakan Belanja.

(2) Surat-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Surat-PPD UP yang digunakan untuk mengisi UP BLUD, dan hanya

dilakukan sekati dalam setahun;
b. Surat-PPD GU yang digunakan untuk mengganti UP yang sudah

terpakai, dan diajukan ketika penggunaan UP mencapai 5O% (lima
puluh persen); dan

c. Surat-PPD LS digunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga
dengan jumlah yang telah ditetapkan.

(3) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat-PPD kepada Pejabat Keuangan.

Pasal 33

(1) Pengajuan Surat-PPD, perlu dilengkapi betrerapa dokumen, yakni:
a. Surat-PPD UP, dilengkapi dengan:

1. salinan Surat Keputusan Pemimpin BLUD tentang Penetapan UP
untuk BLUD;

2. Surat-PPD UP; dan
3. dokumen lain yang diperlukan.

b. Surat-PPD GU, dilengkapi dengan:
1. salinan anggaran kas BLUD;
2. Surat-PPD GU;
3. laporan pertanggungjawaban UP;
4. bukti Belanja yang lengkap dan sah;
5. NPD; dan
6. dokumen lain yang diperlukan.

c. Surat-PPD LS untuk Gaji Pegawai BLUD, dilengkapi dengan:
1. salinan anggaran kas BLUD;
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2. Surat-PPD I"S Gaji;
3. dokumen pelengkap daftar gaji; dan
4. dokumen lain yang diperlukan.

d. Surat-PPD LS terkait Belanja barang dan jasa serta Belanja modal,
dilengkapi dengan:
1. salinan anggaran kas BLUD;
2. Surat-PPD LS belanja barang dan jasa serta Belanja modal;
3. dokumen terkait kegiatan (disiapkan pejabat pelaksana telotis

keeiatan);
4. NPD; dan
5. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 34

(l) Pejabat Keuangan melakukan pengujian Surat-PPD UP/CU/LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD.

(2) Apabila dokumen Surat-PPD UP/GU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) belum lengkap, Pejabat Keuangan akan menerbitkan Surat Penolakan
Permintaan Pencairan Dana dan dikembalikan kepada Bendahara
pengeluaran.

(3) Apabila dokumen Surat-PPD UP/GU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat
( I ) dinyatakan lengkap, Pejabat Keuargan akan menerbitkan Surat-OPD.

Pasal 35

(1) Surat-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) terdiri atas:
a. Surat-OPD UP;
b. Surat-OPD GU; dan
c. Surat-OPD LS.

(2) Penerbitan Surat-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemimpin BLUD, dan disiapkan oleh Pejabat Keuangan.

(3) Surat-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dite.bitkan jika:
a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia

dan batas anggaranr kas pada periode permintaan pengeluaran kas,
dengan selalu memperhatikan jumlah ambang batas total Belanja yang
telah ditetapkan; dan

b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pejabat Keuangan mengajukan dokumen Surat-OPD kepada Pemimpin
BLUD untuk ditandatangani.

(2) Surat-OPD yarg telah ditandantargani Pemimpin BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pejabat Keuangan dapat melakukan
pencairan dana.

(3) Pejabat Keuangan mencairkan pembayaran dengan cara mengeluarkan
Surat-PD.

Pasal 37

(1) Surat-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdiri atas:
a. Surat-PD UP;
b. Surat-PD GU; dan
c. Surat-PD l,S.

(2) Surat-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembayaran atau diberikan kepada pihak ketiga,
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Pasal 38

(1) Pembukuan Belanja BLUD dilakukan oleh Bendahara Pengeluar:an
menggunakai:
a. Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD;
b. buku pembartu Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD sesuai kebutuhan:

l. buku pembantu kas tunai;
2. buku pembantu simpanan / bank;
3. buku pembantu panjar;
4. buku pembantu pajaki dan/atau
5. buku pembantu rincian objek Belanja.

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. SuIat-OPD UP/GU/LS;
b. bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan
c. dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan, Keda Sama, dan lainJain

pendapatan Badan l,ayanan Umum Daerah yang sah

Pasal 39

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa
layanan yang diberikan kepada masyarakat, terdiri atas:
a Dana Kapitasi;
b Dana Non Kapitasi;
c Dana Pelayanan Umum; dai
d Dana Prolalis.

(2) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf
a diperhitungkan sebesar 657o (enam puluh lima persen) dialokasikan
untuk anggaran jasa pelayanan dan 3570 (tiga puluh lima persen)
dialokasikan untuk anggaran biaya operasional.

(3) Pendapatan dari Dana Non t<apitasi dan Daia Pelayanan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b dan huruf c yang terdiri dari
jasa pelayanan dan jasa sarana diperhitungkan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor I Tal\un 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Pendapatan dari dana kegiatan kelompok protanis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diberikar 1007o (seratus persen) ke pemberi
pelayanan.

(5) Pendapatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup pelayanan:

promotif dan preventif perorangan;
pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
tindakan medis non spesialistik;
kesehatan gigi non spesialistik;
obat dan bahan medis habis pakai:
pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pratama;
pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan
informasi, meliputi telekonsultasi, promotii dan preventil artara
FKTP dan peserta terdaftar;
pelayanan Keluarga berencana mencakup konseling, pemberian pil,
dan kondom;
imunisasi rutin;
pemeriksaan fisik balita untuk stunting dan wasting; dan
skrining kesehatan.

a
b
c
d
e
t
s

h

I
j
k.
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(6) Pendapatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b mencakup pelayanan:
a. pelayanan ambulance;
b. pelayanan obat program rujuk balik;
c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada progam pengelolaan

penyakit kronis;
d. skrining kesehatan tertentu termasuk:

1. pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (lvA-test) untuk
penyakit kanker leher rahim;

2. pemeriksaan pap smear untuk penyakit kanker leher rahim;
3. pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
4. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit

tlalassemia; dar^
5. pemeriksaan rectal tol@he dan darah samar feses untuk penyakit

kanker usus.
e. pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
f. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
g. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel

Sknning Hipotiroid Kongenitalyangdilakukan oleh bidan atau dolder,
sesuai kompetensi dan kewenangannya;

h. pelayanan kontrasepsi;
i. pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum beke{a sama dengar

BPJS Kesehatan; dan
j. pelayanan protes gigi.

(7) Pendapatan Dana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l )

huruf c mencakup pelayanan:
a. rawat ialan;
b. pelayanan medik gigi dan mulut;
c. pelayanan unit gawat darurat;
d. pelayanan persalinan;
e. pemeriksaan kesehatan badan (surat keterangan berbadan sehat) dan

visum et reperAtmf
f. pelayanan rawat inap;
g. pelayanan laboratorium;
h. pelayanan farmasi;
i. akupressure; dan
j. rujukan dengan ambulance/mobil jenazah.

(8) Pendapatan dana prolanis sebagaimana dimalsud dalam ayat (1) huruf c
menca-kup pelayanan kegiatan kelompok prolanis, seperti:
a. edukasi dan penyuluhan Kesehatan;
b. aktifitas frsik; dan
c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis.

(9) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud
daLam Pasal 3 huruf b, dapat berupa hibah terikat dair hibah tidak terikat
yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(l O) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihal lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa hasil
perolehan dari kerja sama yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

(11) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dima'ksud
dalam Pasal 3 huruf d, berupa Pendapatan yang berasal dari kas umum
Daerah yang digunakan untuk Belanja kegiatan yang bersumber dari DPA
APBD.

( 1 2) tainlain pendapatan BLU D yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 hurul e berupa:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;



(1) Alokasi angga.ran pendapatan BLUD UPlDPuskesmas untuk dukungan' ' 
biaya operaiional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasai dan
c. Belanja modal.

tZl Uefanja darat g dat jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b'

meliputi :

a. Belanja obat;
b. Belanja bahan medis habis Pakai
c. Belania balan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;

d. eeb.ria pe.rgadaan alat kedokteran umum dan kedokteran grgl;

e. Behnla pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
f. Belanja makan dan minum;
g. Belanja jasa profesi narasumber:
h. Belanja fotokoPi dan jilid:
i. Belanja selimut, bantal, kasur, skrem dan gorden;
j. Belanja service ringan alat kesehatan;
k. Belanja pemeliharaan ringan kantor;
l. Belanja Plastik obat;
m. eelania furahtan kebersihan dan bahan pembersih;

n. Belanja Pemusnahan sampah medis;
o. Belanja perjalanan dinas dan transportasi;
p. Belanja cetak dan jilid;
q. Belanja alat tulis kantori
r. Belanja kawat, faksmiti dan interneti
s. Behn]a pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
t. Belanja alat listrik dan elektronik;
,. e"f""j. kontribusi kepesertaan pelatihan, workshop dar peningkatan

sumber daYa manusia lainnYa;
v. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN; dan/atau
w. LainJainnya yang tidak mempunyai sumber dana'

(3) Belanja moai seUaiaimana dimiksud pada ay?t (1) huru' c' untuk sarana
'-'J.. -ir"*r"t" 

ses"uai dengan kebuiuhan dan prioritas BLUD UPID

Puskesmas.
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d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

e. investasi; dan
f. pengembangan usaha.

Bagian Keempat
Pengelolaan Jasa PelaYanan

Pasal 40

BAB VI
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu
Pen gelolaan Piutarg BLUD

Pasal 41

I1l BLUD UPID Puskesmas dapat memberikan Piutang sehubungan dengan
'-' ;.;;"" u....g "t", 

ji"a y"ng berhubungan Langsung atau tidak

iangsung dengan kegiatan BLUD UPID Puskesmas'

tzf i,l"?""g-eiu6 uPr-D Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
' ' dikelod dan diselesait<an secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan



bertanggung jawab serta dapat membrikan nilai tambah, sesuai dengan
Praktek Bisnis Yang Sehat dan berdasarkan ketentuar peraturan
perundang-undangan.

(3) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD UPID
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu piutang yang timbul
karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD UPID
Puskesmas.

(4) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPID
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Piutang yang timbul
di luar kegiatan utama BLUD UPID Puskesmas.

79

Pasal 42

{1) Pemimpin BLUD UPID Puskesmas harus mempertimbangkan keuangan
BLUD dan kemampuan penanggung utang dalam memberikan piutang
kepada masyaral<at atau pihak ketiga.

(2) Pemberian Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dapat dilalukan
jika memberikan nilai tambah pada BLUD.

(3) BLUD UPID Puskesmas tidak diperkenankan memberikan Piutang kepada
penanggung Utang yang tidak mampu melunasi kecuali karena alasan
sosial kemanusiaan dan/atau peraturar perundang-undangan.

Pasal 43

(l) Dalam memberikan Piutang, BLUD UPID Puskesmas dapat membuat
perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengal Praktek Bisnis
Yang Sehat.

(2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas membuat pedoman penatausahaan dan
akuntansi piutang.

Pasal 44

(1) BLUD UPID Puskesmas melaksanakan prenagihan Piutang pada saat jatuh
tempo.

(2) Dalam melaksanakan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta
menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.

(3) Dalam hal Piutang BLUD UPID Puskesmas tidak terselesaikan setelah
dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), BLUD UPID Puskesmas menyerahkan pengurusan penagihan tersebut
kepada PUPN dengan melampirkan bukti valid daJl sah.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 45

(1) Piutang BLUD yang tidak berhasit ditagih, dapat dihapuskan secara
bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.

(2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilakukan dengan penghapusan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD
tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

(3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

(4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.

(5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan
penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat



20

dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan
pertimbaigan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan klang.

{6) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan
penghapusan secara mutla-k sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya
dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh Kantor
Pengelola Kekayaan Negara dan l,elang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarl.

Pasal 46

(1) Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat
sesuai jenjang kewenang.rnnya.

(2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD ditetapkan ol€h
Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlai lebih dari
Rp5.OO0.00O.000,O0 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.

(3) Dalam hal Piutang dalam satuan mata uarng asing, nilai Piutang yang
dihapuskan secaia bersyarat yaitu nilai yang setara dengan nilai kurs
tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal
surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

(4) Piutang BLUD UPID Puskesmas yang akan dihapuskan secara bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh PPKD secara
be{enjang setelah mendapat pertimbangan dari Kantor wilayah Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara yaig wilayah kerjan).a meliputi wilayah
kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

(5) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD UPID Puskesmas dari
pembukuan dilaksanakar dengan ketentuan:
a. dalam hal Piutang BLUD UPID Puskesmas berupa tuntutan ganti rugi,

setelah Piutang BLUD ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya
rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa
Keuangan; atau

b. dalam hal Piutang BLUD UPID Puskesmas adalah selain piutang
tuntutan ganti rugi, setelah Piutang BLUD UPID Puskesmas ditetapkan
sebagai PSBDT.

(6) Ketentuan penghapusan secara bersyarat sebagaimara dimaksud pada ayat
(5) dilengkapi dengan:
a. daftar nominatif para penanggung Utang;
b. besaran Piutang yang dihapuskan; dan
c. surat pemyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 47

(1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang BLUD,
ditetapkan:
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.OOO.O00.0OO,OO (lima miliar

rupiah) per penanggung utang; dan
b. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari

Rps.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
(2) Datam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang

dihapuskan secara muflak yaitu nilai yang setara dengan nilai kurs Bank
Indonesia ya]lg berlaku 3 {tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul
penghapusan oleh PPKD.

(3) Piutang BLUD UPrD Puskesmas yang akan dihapuskan secara mutlak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh PPKD secara
beqjenjang kepada Pemimpin BLUD UPID Puskesmas, Dewan Pengawas,
dan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negaia yang wilayah keqanya meliputi wilayah
keqja Provinsi Sulawesi Selatan.

(4) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD UPID Puskesmas
dilaksanakan dengan ketentuan:
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(5) Ketentuan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilengkapi dengan:
a. daftar nominatif para penanggung utang;
b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
c. surat pemyataan PSBDT dari PUPN.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengelolaan Utang/Pinjaman

Pasal 48

(1) BLUD UPID Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan
dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang hrhubungan
langsung atau tidak largsung dengan kegiatan operasional BLUD UPID
Puskesmas dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

{2} Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan
diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung
jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Pralrtik Bisnis
Yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Utang/pinjaman yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasioal
BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), merupakan
utang/pinjaman yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka
kegiatan utama BLUD UPID Puskesmas.

(4) Utang/pinjaman yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), merupalan utang/pinjaman yang
timbul di luar kegiatan utama BLUD UP|D Puskesmas.

(5) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
utang/pinjaman jargka pendek atau utang jangka panjang.

(6) Perikatan utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka
panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh pejabat yang
berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai utang.

Bagian Keempat
Utang/ Pinjamar Jangka Pendek

Pasal 49

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 47
ayat (5) merupakan Utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari
I (satu) tahun yang timbut karena kegiatan operasional dan/atau yang
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang
tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah
pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.

(2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja operasional dan
keperluan menutup defisit kas.

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupalan
pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka
pendek.

(4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
diLakukan dengan ketentuan:
a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan
penghapusan secara bersyarat Piutalg BLUD UPID Puskesrnas
dimaksud; dan

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan
dari aparat/ pejabat yang berwenang.
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b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA dan tidak dibiayai dari APBD;
c. saldo kas dan setara kas BLUD UPID Puskesmas tidak mencukupi untuk

membiayai kegiatan operasional yang mendesal dan tidak dapat ditunda;
d. jumtah Utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah

dengan jumlah Utang/pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak
melebihi 1570 (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD UP|D
Puskesmas di luar APBD dan hibah terikat;

e. utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk petjanjian utang
yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPID Puskesmas dan
pemberi Utang/pinjaman;

I persetujuan atas Utang/pinjaman jangka pendek diberikan oleh PPKD;
dan

g. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi Utalg/pinjaman.

Bagian Kelima
Prosedur Pengajuan Utang/Pinjaman

Pasal 50

(l) Pemimpin BLUD UPID Puskesmas menetapkan rencana kebutuhan
utang/pinjaman berdasarkan usulan Pejabat Keuangan.

(2) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD UPID
Puskesmas yang tertuang dalam Renstra BLUD UPTD Puskesmas.

(3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan Belanja operasional dan Belanja modal;
b. kemampuar membayar Utang/pinjaman;
c. batas maksimum kumulatif Utang/pinjaman;
d. kemampuan penyerapan Utang/pinjaman; dan
e. biaya Utang/pinjaman.

(4) Rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (l ),
minimal dilampiri dengan:
a. studi kelayakan kegiatan;
b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
d. rencana pengembalian pokok utang/pinjaman dan pembayaran bunga.

(5) Pemimpin BLUD UPID Puskesmas mengajukan usulan kegiatar yang akan
dibiayai dengan Utang/pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk
mendapatkan rekomendasi.

(6) Dalam ha-l belum terbentuk De\-an Pengawas, persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati.

(7) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas atau
oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diusulkan
kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Perjanjian Utang/ Pinjaman

Pasal 5l

(1) Komitmen BLUD UPTD Puskesmas dengan calon pemberi Utang/pinjaman
dituangkan dalam pe{anjian utarg/pinjaman yang ditandatangani oleh
Pemimpin BLUD UPID Puskesmas dan pemberi utang/pinjaman.

(2) Petanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal
memuat:
a. pihak yang mengada-kan pedanjian;
b. jumlah utang/ pinjaman;
c. pemntukan utanS/pinjaman;
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d. jangka wal<tu utang/pinjamar;
e. hak dan kewajiban para pihak:
i persyaratan utang/pinjaman;
g. penyelesaian sengketa; dan
h. keadaan kahar {force majeurel.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Membayar Utang/Pinjaman

Pasal 52

(1) BLUD wajib membayar pokok Utang/pinjaman dan bunga yang telah jatuh
tempo sesuai perjanjian utang/pinjaman.

(2) Kewajiban pembayaran Utang BLUD UPID Puskesmas yang jatuh tempo
wajib dianggarkan dalam RBA dan dibayarkan pada tahun yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal tedadi ketidakmampuan BLUD UPID Puskesmas dalam
membayar kembali Utang/pinjaman sebagaimana dimatsud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran
Utang/pinjaman tersebut.

BAB VII
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu
Investasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

(1) BLUD UPID Puskesmas dapat melakukan Investasi jika memberi marfaat
bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatai pelayanan kepada
masyarakat serta tidal< mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan
tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka
pendek.

(3) BLUD UPID Puskesmas dapat melakukan investasi langsung kepada:
a. badan usaha mitik negara;
b. badal usaha milik Daerah; dan
c. badan hukum swasta.

Pasal 54

(1) BLUD UPID Puskesmas dapat melakukan Investasi jangka pendek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat {2), atas persetujuan Bupati.

(2) Permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib
disampaikan oleh BLUD UPID Puskesmas secara tertulis disertai dengan
studi kelayakan Investasi dan persetujuan dari Dinas dan ppKD.

(3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan
memperhatikan studi kelayakan Investasi sebagaimana dimal<sud pada ayat
(2).

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
Investasi jangka pendek BLUD UPID Puskesrnas.
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Pasal 55

(1) Investasi BLUD UPID Puskesmas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
53 ayat (2) dilakukan untuk:
a. Investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, apabila

Pendapatan BLUD UPID Puskesmas diperkirakan su/pfus dan/atau
terdapat BMD pada BLUD dan/atau milik BLUD UP'ID Puskesmas yang
tidak digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan BLUD dan tebih
optimal untuk diinvestasikan; dan

b. Investasi dengan tujuan memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya
dilakukan apabila terdapat amarat dan/atau penugasan bagr BLUD
berdasarkan peraturan perundang-undangart.

(2) Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai pada penerima Investasi BLUD
UPID Puskesmas;

b. peningkatan sejumlah tertentu berupa jasa darl keuntungan bagi hasil
lnvestasi da.lam jangka waktu tertentu; dan

c. peningkatan penerimaan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat
largsung dari Investasi yang bersangkutan.

(3) Manfaat sosial dan manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b, meliputi:
a. peningkatan sejumlah tertentu berupa penyerapan tenaga keda dalam

jangka waldu tertentu sebagai akibat langsung dari Investasi yang
bersangkutan;

b. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi
BLUD UPID Puskesmas sesuai dengan indikator yang ditetapkan;

c. peningkatan dukungan terhadap program Pemerintah Daerah dan/atau
BLUD UPID Puskesmas; dan

d. mempertaharkan pengaruh Pemerintah Daerah dan/atau BLUD UPID
Puskesmas secara signifikan.

Paragral 2
Bentuk lnvestasi

Pasal 56

Bentuk Investasi langsung BLUD UPTD Puskesmas, yaitu
a. penyertaan modal; dan
b. pemberian pinjaman.

Pasal 57

( 1 ) Bentuk Investasi langsung dalam penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 huruf a berupa uang dan/atau barang.

(2) Bentuk Investasi langsung dalam pemberian pinjaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa dana pinjaman bergulir.

(3) Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Investasi jangka panjang permanen yang
bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
dipe{ualbelikan atau tidak ditarik kembali.

(4) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
Investasi jangka panjang non pernanen yang bertujuan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk dipeljualbelikan atau ditarik
kembali.



(1) Perencanaan [nvestasi harus berpedoman pada Renstra serta RBA.
(2) BLUD UPrD Puskesmas dalam menyusun perencanaan Investasi dilengkapi

dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan dokumen hasil analisis
Investasi yang dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi.

(3) BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan hasil analisis tnvestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapatkan
persetuj uan.

(4) Analisis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim
atau penasehat Investasi Pemerintah Daerah yang berbentuk badan
hukum.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Bupati de;gan keanggotaan terdiri atas unsur SKPD yang melaksanalan
urusan perierintahatt ai t id"ttg perencanaanJ keugngan, .penelitian dan

pengembangan, pengawasan dan aset, termasuk a-kademisi dan tenaga ahli'

tot ii*'""u"g"-i.ana dlmatsud pada ayat (5) mempunyai tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut:
a. rielatukatt analisis Investasi terhadap rencana lnvestasi yang akan

dilakukan BLUD UPID Puakesmas;
b. memberikan saran kepada BLUD UPID Puskesmas terkait dengan hasil

analisis lnvestasi; dan

". -""v"-p"if.". laporan hasil analisis lnvestasi kepada Bupati'

Pasal 59

l1l Analisis lnvestasi vang dilakukan oleh tim untuk memperoleh manfaatt'' 
"-#";;;;;;itt"-ai-"r.""a 

dahm Pasal 5s avat (1) huruf a minimal

-"-ntJrp ""rtf. 
t uangan BLUD UPID Puskesmas ' 

aspek operasional dan

aspek hukum
tzf itiJi"f f"t."tasi yang ditakukan tim untuk memPeroleh manfaat sosial dan
'-' manfaat tainnya sebalaimana dimaksud pada ayat ( I ) ' minimal mencakup

aspek:
a. operasional;
b. hukum; dan
c. manfaat.

tst Biava vans berkaitan dengan pelaksanaan analisis Investasi dibebankan
' 
-' p"i, rjen--auuD U PID Pu;kesmas dan/ atau DPA PPKD'
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Paragraf 3
Perencanaan Investasi

Pasal 58

Pasal60

Pasal 61

{lllnvestasiBLUDUP|DPuskesmasdalambentukpenyertaanmodalberupa
'" ;;;il;;7;;; u..*g *u"g.i-"na dimat*sud d:ram Pasal.sT avat (1)'

irrri. ai"n**^tt .t aplabila iumtah yang akan disertakan dalam tahun

,ninn^r^n biiatan tetal ditetapkan dalam DBA-BLUD
,r' i""?-i"li iiuJ urro Puskesmas dalam bentuk penvertaan modal

'-' *i"ea;"". aimaksud pada ayat (l )' dapat dilakukan apabila barang vang

alan disertakan terdapar dalam tahun anggaran berjalar'

{St Fenvertaan modal diam .angka pemenuhan kewajiban terlebih dahulu

dilakukan analisis kelaYakan.

lllPenvertaanmodalberupaBLUDUPIDPuskesmassebagairnanadimaksud
''' iJI^ p"""1 io avat (3);dilakukan dalam rangka pendirian' pengembangan
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dan peningkatan kineda penerima Investasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Investasi BMD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pertimbangan:
a. BMD BLUD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran

diperuntukan bagi badan hukum lain penerima lnvestasi dalam rangka
penugasan; atau

b. BMD BLUD lebih optimal apabila dikelola badan hukum lainnya yang
sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) BMD BLUD yang telah disertakan dalam penyertaan modal kepada badan
hukum lainnya penerima Investasi menjadi kekayaan Daerah yang
dipisahkan.

Pasal 62

(1) Penyertaan modal BLUD atas BMD BLUD oleh pengelola barang pada BLUD
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penyertaan modal BLUD atas BMD BLUD dapat berupa tanah dan/atau
bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Penetapan BMD BLUD yang akan disertakan sebagai penyertaan modal
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalukan oleh Bupati.

(4) Tata cara penyertaan modal BLUD atas BMD BLUD berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Investasi BLUD UPID Puskesmas berupa pemberian pinjaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (21, dianggarkan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggara.n berkenan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah mengenai pemberian pinjaman dengar berpedoman pada
ketentuan peraturan perundarg-undangan.

(2) Pemberian pinjaman datam rangka pemenuhan kewajiban yang telah
tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai pemberian pinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melebihi jurnlah penyertaan
modal.

(3) Pemberian pinjaman dalam rangka pemenuhan kewajiban yang tercantum
dalam Peraturan Daerah s€bagaimana dima,ksud pada ayat (2) terlebih
dahulu dilakukan analisis kelayakan.

(4) Dalam hal BLUD UP'ID Puskesmas akan menambah jumlah pemberian
pinjaman melebihi jumlah anggaran pemberian pinjaman yang telah
ditetapkan dalarn Peraturan Daerah mengenai pemberian pinjaman, terlebih
dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang penambahan
pemberian pinjaman yang berkenaan dan dilakukan analisis Investasi.

Paragraf 4
Pelaksanaan Investasi, Pencairan, dan Pelaporan lnvestasi

Pasal 64

Pelaksanaan Investasi BLUD UPID Puskesmas dituangkan pada Perjanjian
lnvestasi, ditandatangani Pemimpin BLUD yang diketahui Bupati, dengan
pimpinan penerima [nvestasi.

Pasal 65

(1) Materi muatan pedanjian Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,
minimal memuat:
a. para pihak;
b. dasar pelaksanaan Investasi:
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c. tujua! Investasi;
d. hak dan kewajiban;
e. tahun anggaran penyediaan Investasi;
f. besaran nilai Investasi;
g. persentase hak kepemilikan dalam hal penyertaan modal;
fr. .;angka waktu dan/atau mekanisme pembayaran kembali/pengembalian

pokok baik sebagian atau seluruhnya, bunga dan pembayaran kewajiban
lainnya untuk Investasi Langsung datam bentuk pemberian pinjaman;

i. penyelesaian perselisihan; dan
j. monitoring evaluasi dan pengawasan atas peLaksanaan Investasi'

Pasal 66

Pencairan Investasi BLUD atas permohonan pencairan lnvestasi yang diajukan
oleh calon penerima Investaii sebagaimana dimaksud dalam pedanjian

lnvestasi dilai<sanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan'

Pasal 67

lll Penerima lnvestasi BLUD UPID Puskesmas berkewajibal menyampaikan

laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester

kJpada eLuO/pengelola Investaii paling lama 1 (satu) bulan -setelah 
akhir

p..iod. pelapo."n, 
-tlan laporan tahunan paling lama 2 (dua) b-ulan setelah

.ti it p"tioa" pelaporan dengan tembusan kepada SKPD yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penBawasan'

(2) l,aporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
a. sumber daya manusia dan administrasi;
b. operasional;
c. petanggan; dan
d. keuargan.

141 Lpora., Lftu.tan penerima Investasi sebagaimana dimaksrrd pada ayat (l)
' ' yaiiu laporan yang telah diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor

Akuntan Publik.

Pasal 68

(l) Pengelola tnvestasi berkewajibar menyusun dan meny-ampaikan laporan
' ' tegi"atan Investasi BLUD UPID Puskesmas secara periodik semesteran dan

tahunan.
(2) Laporan semesteraJ! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
' ' kepada Bupati setiap akhn periode pelaporan pating lama 2 (dua) bulan

""i"f"tt 
*fiit periode pelaporan, dan laporan tahunan paling.lama 3 (tiga)

bulan setelah akhir periodi pelaporan dengan tembusan kepada SKPD yarg
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan'

(3) Laporan kegiatan Invesiasi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
' ' paia ayat (l-) mencakup laporan posisi penyertaan modal pemerintah BLUD'

Londisi penerima lnvestasi dan hasil lnvestasi'

Paragraf 5
Hasil Investasi

Pasal 69

(1) Bagian laba dari hasil pelaksanaan tnvestasi yang menjadi hak BLUD UPID
' Pulkesmas disetorkan ke BLUD melalui kas BLUD dan dimasukkan dalam

laporan realisasi APBD/DBA-BLUD sebagai Pendapatan BLUD UPrD
Puskesmas atau sebagai Pendapatan asli Daerah.



(2) Bagian_laba dar-i hasil pelalsanaan Investasi tida_k dapat langsung dijadikan
penambahan Investasi baik Investasi dalam penyertaan itodal maupun
pemberian pinjaman.

BAB VIll
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagiar Kedua
SiLPA

Pasal 70

(l) SiLPA BLUD UPID Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran BLUD selama I (satu) tahun anggaran.

(2) SiLPA BLUD UPID Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan laporal realisasi anggaran pada I (satu) periode anggaran.

(3) SiLPA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengal
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfataan SiIPA BLUD UPID Puskesmas dalam tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfataan SiLPA BLUD UPID Puskesmas dalam tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakarl untuk
membiayai program dan kegiatan ha.rus melalui mekanisme APBD-

(6) Pemanlataan SiIPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilal<sanakan
mendahului perubahan APBD.

(7) Ikiteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
a. progra-rn dan kegiatan pelayanan dasai masyaratat yang arggaiannya

belum tersedia dan/atau belum cukup anggar,rnnya pada tahun
anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak Iainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 71

(1) Defisit anggaran BLUD UPID Puskesmas merupakan selisih kurang antara
Pendapatan dengan Belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD UPID Puskesmas diperkirakan defisit' ditetapkan
pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber
dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaar pinjaman.

Pasal72

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD UPID Puskesmas
menlrusun laporan Pendapatan BLUD UPID Puskesmas, Iaporan Belanja
BLUD UPID Puskesmas dan laporar pembiayaan BLUD UPrD Puskesmas
secara berkala kepada PPKD.

(2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat
pernyataan tanggungiawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
UPID Puskesmas.

(3) Berdasarkan laporan yang melamptkan surat pemyataan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD UPID Puskesmas
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menerbitkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan
pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) PPKD melalui Dinas melakukan pengesahan dengari menerbitkan surat
pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan berdasan:kan surat
permintaan pengesahan Pendarrata!, Belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3),

Pasal 73

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPrD Puskesmas, Pemimpin BLUD BLUD
Puskesmas membuka Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening Kas BLUD UPID Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (l )

digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang
dananya bersumber dari Pendapatan BLUD

(3) Rekening Kas BLUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipegang oleh
Pejabat Keuangan dan dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin
BLUD.

Pasal 74

Dalam pengelolaan kas, BLUD UPID Puskesmas menyelenggarakan
a. perencanaan penerimaan dan pengetuaran kas;
b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD UPTD Puskesmas;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f. pemanfaatar surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambaha-n.

Pasal 75

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPID
penatau sahaan keuangan minimal memuat:
a. Pendapatan dan Belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap dan lnvestasi; dan
e. ekuitas.

Puskesmas melalukan

Pasal 76

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPID Puskesmas untuk
melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 huruf b.

(2) Setiap transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
tunai disetorkan seluruhnya setiap hari ke Rekening Kas BLUD UPID
Puskesmas dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD UPID Puskesmas
melalui Pejabat Keuangan BLUD UPID Puskesmas.

(3) Setiap transaksi pengeluarar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilaksanal<al sesuai dengan alokasi biaya yang tercantum dalam program
dan kegiatan yang telah ditentukan.

(4) Pemimpin BLUD UPID Puskesmas membuat rincian dari transaksi
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keperluan
pengendalian dan akuntabilitas.
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P^sa\77

(1) Bendahara Penerimaan BLUD UPID Puskesmas wajib
mempertanggungiawabkan pengelolaan Pendapatan BLUD UPID
Puskesmas yarlg menjadi tanggungiawabnya kepada Pemimpin BLUD UPID
Puskesmas melalui Pejabat Keuargan paling lambat pada tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya.

(2) l,aporan pertanggung,awaban pada bulan akhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat pada ha-ri keda terakhir bulan tersebut.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
informasi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas, dan dilampiri:
a. buku penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan;
b. register STS; dan
c. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

(4) Pejabat Keuangan melakukan verifikasi kebenaran laporan
pertanggungiawaban keuangan atas pertanggungiawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Jika hasil verifikasi sebagaimana dima,ksud pada ayat {4) disetujui, maka
Pemimpin BLUD UPID Puskesmas mengesahkan laporan
pertanggungiawaban tersebut.

Pasal 78

(l) Bendalara Pengeluaran BLUD UPrD Puskesmas wajib
mempertanggungiawabkan pengeloLaan keuangan BLUD UPID Puskesmas
yang menjadi kewenangannya, meliputi:
a. pertanggungiawaban penggunaan UP/GU/IS; dan
b. pertanggungiawaban bulanan.

(2) Pertanggungiawaban penggunaan UP/GU/IS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, sebagai berilut:
a. mengumpulkan bukti yang sah atas Belanja yang menggunakan UP

termasuk bukti pendukung lain yang sah dan lengkap;
b. berdasarkan bulti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bendahara

Pengeluaran merekapitutasi Belanja ke dalam laporan
pertanggungiawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya; dan

c. laporan pertanggungiawaban UP sebagaimana dimaksud dalam huruf
menjadi lampiran pengajuan Surat-PPD GU.

Pasal 79

(1) Pertanggungiawaban bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1) huruf b, dibuat oleh Bendahara Pengeluaian BLUD UPID Puskesmas
dan disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPID Puskesmas paling lambat
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2) Pertanggungiawaban bulanan sebagaimana dimalsud pada ayat (l ) berupa
SPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaian secara kumulatif maupun per kegiata!, yang dilampiri denganl
a. Buku Kas Umum Pengeluaran; dan
b. laporar penutupan kas.

(3) Tahapan pembuatan dan penyampaiar SPJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sebagai berikut:
a. Bendahara Pengeluaran BLUD UPID Puskesmas menyiapkan laporan

penutupan kas;
b. Bendahara Pengeluaran BLUD UPID Puskesmas melakukan rekapitulasi

jumlah Belarja dan item terkait lainnya berdasarkan Buku Kas Umum
dan buku pembantu Buku Kas Umum lainnya serta khususnya buku
pembantu rincian objek untuk mendapatkan nilai Belarja per rincian
objek;



(l) Pemimpin BLUD UPID Puskesmas menyusun dan menandatangani laporan
Pendapatan, Belanja dan pembiayaan BLUD UPID Puskesmas secara
berkala kepada PPKD.

(2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPID- 
Puskesmas wajib menyusun laporan keuangan aemesteran dan tahunan'

(3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilampiri surat pernyataan
tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD

(4) Berdlsarkan liaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan surat
pemyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

Femimpin BLUD UPID Puskesmas menerbitkan surat permintaan
pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan untuk disampaikan
kepada PPKD.

(5) PPkD melakukan pengesahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan'

Pasal 81

(1) Laporan keuangan BLUD UPID Puskesmas sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 80 ayat (1) terdiri atas:
a. LRA;
b. laporan perubahan satdo anggaran lebih;
c. neraca;
d. Lo;
e. LAK;
I LPE; dan
g. CaLK.

(2) Fenyusunar dan penyajian taporan keuangan BLUD UPID Puskesmas' ' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan SAP berbasis akrual'

(3) l,aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan' 
laporan kineda yalg berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran
BLUD UP|D Puskesmas.
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c. berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
Bendahara Pengeluaran BLUD UPID Puskesmas membuat SPJ atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya;

d. dokumen SPJ beserta Buku Kas Umum Pengeluaran dan laporai
penutupan kas kemudian diberikan ke Pejabat Keuangan untuk
diverifikasi; dan

e. Pemimpin BLUD UPID Puskesmas mengesahkan laporan tersebut
setelah mendapat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam hurufd'

Pasal 80

Pasal 82

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 80 ayat (1) huruf a, menyajikan
informasi realisasi Pendapatan, Betanja dan pembiayaan BLUD UPID
Puskesmas dengan membandingkan antara anggaian dan realisasinya'

(2) l,aporan perubahan satdo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam' . 
Pasal 80 iyat (1) huruf b menyajikan informasi mengenai kenaikan atau
penurunan saldo anggararl lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

(3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal aO ayat (1) huruf c,' 
menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

1+1 LO sebag-mana dimaksud dalam Pasat 80 ayat (1) hurufd, berisi informasi
mengenai jumlah Pendapatan dan beban, surplus atau defisit BLUD UPID
Puskesmas selama 1(satu) periode.
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(5) LAK sebagaimana dimakaud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e, menyajikan
informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, Investasi, dan
aktivitas pendanaan dan/atau Pembiayaan yang menggambarkan saldo
awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode
tertentu.

(6) LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f berisikan
informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibanding dengan tahun sebelumnya.

(7) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (l) huruf g, berisi
p€njelasan naratif atau rincian dari angka ya-ng tertera dalam laporan
keuangan.

(8) Format LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, LO, LAK,
LPE, dan CaLK sebagaima-na dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat
(7) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Laporan keuangan BLUD UPID Puskesmas s€bagaimana dimalsud dalam
Pasal 80 ayat (2) digunakan dalam rangka konsolidasi laporan keuangan
BLUD UPID Puskesmas ke dalam laporan keuangan tingkat pemerintah
Daerah.

(2) Tata cara penyusunan, penyampaian dan pengintegrasian laporan
keuangan BLUD UPID Puskesmas sebagaimara dimaksud pada ayat (l)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah,

(3) Format pelaporan dan pertanggungiawaban keuangan sebagaimana
tercantum dalam tampiran II yang merupakan bagiar tidak terpisahkai
dari peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD UPID Puskesmas, laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disampaikan oleh
Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui PPKD selaku
pembina keuangan BLUD UPID Puskesmas.

Pasal 85

( 1 ) Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas laporan keuangan yang
disajikan oleh BLUD UPID Puskesmas selaku entitas pelaporan, dilakukan
reviu atas laporan keuangan BLUD.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Satuan
Pengawas Internal BLUD UPID Puskesmas.

(3) Dalam hal tidak terdapat Satuan Pengawas Intemal BLUD UPID
Puskesmas, reviu dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan.

(4) Hasil pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dibuat pemyataan telah direviu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
laporan keuangan BLUD UPID Puskesmas semesteran dan tahunan.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diaudit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB IX
KE?ENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bipa.ti ini dengan penempataflnya dalam Berite Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tangtal

RAK TOMBEG

Di
pada

di Makale
$a[q6lp rort
DAERAH TANA TORA"'A,

RUDHY LOI-o

RAH KABUPATEN TANA TORATA TAHUN 2O2s NOMOR l,

en$



I..{MPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGEi,OLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

FORMAT RBA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
I. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PETWRI{TAH PROVTNSI XASTf,ATEiI@TA (r)
.'..,,,.,.,,,,.,,.,,,.,.,,,,..,.,..,,.,-....,..'.{2)
REI{(ANA 815I{IS oAN AII6GAnAN

ANC6ARAN PTNDAPATAI{ TAHIJI{ AITGGAMN . ,.,,.....,.,I]I

r. (4) 1....(5)

D3r

Hibah

txr

tBl
Aixra6n PendaD.1.n 8el.nE O.e..h

tiin-Lii end.o.r.n 8.d.i L.vr nan Umm Y.nr 5.h

D.1

8....17)
P.mamph Ld.n tryai.n l.lrum OaeEh

(ttd)
(''.ni lcnrr.p)

?{1P..............................

Petunjuk Pengisian Formulir RBA Pendapatan :

(1) Diisi Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
(2) Diisi dengar nama BLUD;
3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanalan;
4) Pengisian kolom satu; Kolom I, diisi dengan nomor urut pendapatani
5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a Kelompok pendapatan dicantumkan pada urusan pertama;
b Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan
c berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok

pendapatan seperti jasa layanan;

34
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d Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkar setanjutnya
diuraikal objek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan
penguraian kelompok dan jenis pendapatan yang lain.

(6) Pengisian kolom ketiga:
a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah

yang direncanakan menurut kelompok, jenis objek, dan yang
dicanlumJ<an dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut laporar keuangan pendapatan diisi dengan jumlah
hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;

c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumtah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah objek pendapatan berkenaan.

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

Sumber dana

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ( 1)

................................ (2)
RENCANA BISNIS DAN ANGCARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN .........

Uraian Jasa
layanan Hibah

Hasil
Ketasama

Lain-lain
pendapatan
BLUD

SiLPA APBD

1..(4) 2
(s)

3 ........... (6)

BELANJA

BELAN.IA
OPERASI

Belanja
Pegawai

a

b

Dst

Belanja
Barang
dan Jasa
a

b.

Dst
Betanja
Bunga
a

b

Dst

Betanja
l,ainlain

a.

b

Dst

(3)

Jumlah
(Rp)

No
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BELANJA
MODAL

Belanja
Tanah
a

Dst

Belanja
peralatan
dan
Mesin
a.

b

Dst

nan

Belanja
Gedung
dan

a

b

Dst

J

Belanja
Jalan,
Irigasi,
dan

a.

b.

Dst

Belanja
Aset
Tetap

4......

Dst
Belanja
Aset
[,ainn
a.

b.....
Dst

Jumlah
Jumiah

20...... (e)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
(namalenglap)
NIP

Nilai Ambang
Batas sebesar
Rp ....... (8)

b. .....

b_.....

1
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Petunjuk pengisian formulir RBA Belanja;
1) Diisi dengan nama provinsi, kabupaten/kota;
2) Diisi dengan nama BLUD;
3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
4) Pengisian kolom satu kolom I, diisi dengan nomor urut belanja;
5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a. Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan
belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih
lanjut;

b. belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan
adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing
jenis belanja operasi, rincian objek belanja operasi.

c. setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah
menguraikaa belanja modal mulai darijenis belanja modal, dengan
masingmasing objek belanja modal dan rincian objek belanja modal.

6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut;
Setelai menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan
rincian objek, dari setiap objek belanja dibuat berdasarkar sumber
pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan
objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil
ke{asama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, APBD dan SiLPA
tahun sebelumnya; 7) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:
a- Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah

yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian
objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;

b. Jurnlah menurut kelompok betanja diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan

c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan julr ah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah objek belanja berkenaan,

7) Diisi dengan besaran ambang batas total belanja
8) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

3, FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA (1)
..(21

RENCANA BISNIS DAN ANGCARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN(3}

No Uraian Jumlah (Rp)

1 .(4) 2. . ..(s) 3......(6)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran

(SILPA) Tahun anggaran sebelumnya

Penerimaan Uang/ Pinjaman

Divestasi



3u

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

lnvestasi

Dst

Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman

Dst

Jumlah

....,..............20....{7)
Pemimpin Badan layanan Umum Daerah

(ttd)
(nama lengkap)

NIP " '

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Pembiayaan:
1) Diisi nama provinsi/ kabupaten/ kota;
2) Diisi dengan nama BLUD;
3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
4) Pengisian kolom satu kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;

5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
a. Penerimaan Pembiayaan

(1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut penerimaan pembiayaanya itu uraian penerimaan

Pembiayaan;
(2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang

termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan,
seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman
merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam
kelompok penerimaan Pembiayaan;

(3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang
dicantum selanjutnya diuraikan objek penerimaaan
pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan
pembiayaan berkenaan

b. Pengeluaran Pembiayaan
(1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih

Lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaian
pembiayaan;

(2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan,
seperti investasi dan pembayaral pokok utang/pinjaman;

(3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran
pembiayaan berkenaan.

6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut:
a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan

jumlah yang direncanakan menurutjenis, rincian dan objek yang
dicantumkan dalam kolom uraian

b. Jurllah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan

7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun
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4. RINGXASAN RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN PER UNIT

Petunjuk Pengisian Formulir rincian RKU:
1) Diisi nama unit/bidang BLUD
2) Diisi nama BLUD dan nama Provinsi, Kabupaten, Kota;
3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
4) Program diisi nama program dari kegiatar BLUD yang berkenaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang
terkait tugas dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan
instrumen kebijakan yang berisi dari satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan atau kegiatan masyarakat dikoordinasikan oleh BLUD
untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk
memperoleh alokasi anggaran. Contoh nama program misalkan
nama program di BLUD Puskesmas adalah Pelayanan Rawat Jalan

5) Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait
tugas dan iungsi BLUD. Kegiatan merupakan Tindakan yarlg akan
dilaksana,kan sesuai dengan program yang direncanakan untuk
memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

Rincian Rencana Kebutuhan per Unit
Unit ; .......(1)
BLUD.......Pemerintah
Provinsi/Ikbupaten I Kota.......(21
Tahun Anggaran.......(3)

Program :.....(4)
Kegiatan :.....{5)

Sub Kegiatan :.....(6)
Sumber Dana :.....{7)

No Nama
Barang/Jasa

Spesifikasi Jumlah Harga
Satuan

Jumlah
Satualr

Satuan Ruang Keterangan

(8) (e) (10) (1 1) (12) (13) (14) (ls) (16)

Total... (17)

Kepa.la Unit...../

Pejabat Teknis Kegiatan

(ttd)(19)

(nama lengkapl

NIP...............

.....,..........20.....(18)

Kepala Unit
Program/ Keuangan

dibawah Pejabat Keuangan

(ttd)(19)

fnama lengkap)

NtP...............
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memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Contoh nama kegiatan
misalkan nama kegiatan di BLUD Puskesmas adaLah Pelayanan
Persalinan

6) Sub Kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang
terkait tugas dan fungsi BLUD. Sub Kegiatan merupakan Tindakan
yang al<an dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan
untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Contoh nama sub
kegiatan misalkan nama sub kegiatan di BLUD adalah Pengadaan
tempat tidur pasien.

7) Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yarg digunakan yaitu
pendapatan BLUD/Pendapatan APBD/SILPA tahun seb€lumnya.

8) Diisi dengan nomordari uraian/isian yang dilakukan dari nama
barang/jasa.

9) Diisi dengar nama uraian dari barang atau jasa.
10) Diisi dengan rincian spesifikasi yang merupakan bagian barang atau

jasa
11) Diisi dengan jumlah unit/jasa yang berasal dari barang/jasa yang

direncanakan.
12) Diisi dengan harga satuan dari per unit/jasa yang berasal dari

barang/jasa yang direncanalan
13) Diisi dengan jumlah harga yang diperoleh dari besaran jumlah

unit/jasa dikalikan dengan harga satuan
141 Diisi dengan satua-n yang digunalan dari barang atau jasa Yang

berasal dari barang/jasa yarg direncanakan
15) Diisi dengar posisi/letak ruangan yang menjadi rencana dari

barang/jasa yang diinginkan
16) Diisi dengan keterangan untuk informasi lainnya yang perlu

dijelaskar
17) Diisi dengan total harga dari jumlah harga yang diperoleh dari

keseluruhan barang/jasa
l8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun
19) Diisi dengan nama lengkap, tandatangan, dan NIP pemimpin BLUD

5. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER KEGIATAN

PEMERINTAH PROV1NSI/ KABUPATEN/ KOTA( 1)

.................l.2)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN.....(3)
Program (+)

Kegiatan (s)

Sub Kegiatan (6)

Sumber Dana (7)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD
lndikator Tolak Ukur

Kineria...-.{8)
Target Kinerja..... (9)

Capaian Program
Masukan
Keluaran
Kelompok sasaran Kegiatan .........(10)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANOGARAN PER SUB KEGIATAN



uRArAN.....(r2)

RINCIAN
PERHITUNGAN (13) JUMLAH

.....(la) (Rp)VOLUM
E

SATUA
N

HARGA
SATUAN

1 2 3 4 5 6

JUMLAH {Rp).....(15)
Nitai Ambang Batas Sebesar
Rp................(16)

...........2O.....117)
Pemimpin Badan
Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP.................

4'l

KODE
REKENING (1 1)

Petunjuk Pengisian Formulir RBA Belanja per Kegiatan
l) Diisi nama provinsi, kabupten/ kota;
2) Diisi dengan nama BLUD;
3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncana-kan;
4) Program diisi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang
terkait tugas dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan
instrumen kebijakan yang berisi dari satu atau tebih kegiatan yang
dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
BLUD untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang
ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran. Contoh nama
program misalkan nama program di BLUD Puskesmas adalah
Pelayanan Rawat Jalan.

5) Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksranakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait
tugas dan fungsi BLUD. Kegiatan merupakan Tindakan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan program yang direncarakan untuk
memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Contoh nama kegiatan
misalkar nama kegiatan di BLUD Puskesmas adalah Pelayaian
Persalinan.

6) Sub Kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
pada sektor yang terkait tugas dan fungsi BLUD. Sub Kegiatan
merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil
tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia. Contoh nama sub kegiatan misalkan nama sub kegiatan di
BLUD adalah Pengadaan tempat tidur pasien

7) Sumber Dana diisi denganjenis sumber dana yang digunakan yaitu
pendapatan BluD/Pendapatan APBD/SILPA tahun sebelumnya.

8) Pengisian kolom Tolak Ukur Kinerja, sebagai berikut:
a. Capaian Program diisi dengan uraian sasaran/cakupan objek

yang menjadi target, misalnya jumlah ibu hamil pada kecamatan
x

b. Masukan diisi dengan uraian masukan yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang
dibutuhkan

c. Keluaran diisi dengan uraian jumlah konkret hasil dari
pelaksanaan kegiatan, misalkan jumlah ibu hamil pada
kecamatan X yang mendapatkan persalinan dari Puskesmas;



e)

10)

11)

12j
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d. Pengisian Target Kineda, sebagai berikut;
e. Target Capaian Program diisi dengan jumlah sasaran/cakupan

objek yang menjadi target, misalnya 5.000 orang ibu hamil pada
kecamatan X

i Target Masukan diisi dengan jumlah anggaran ya,ng diperlukan
agar kegiatan dapat terlaksana, misalnya Rp 50,O00.0O0,0O

g. Target Keluaran diisi dengan jumlah konkrit hasil daii
pelaksanaan kegiatan, misalkan 1.OOO orang ibu hamil pada
kecamatan X yang mendapatkan persalinan dari Puskesmas

Pengisian Kelompok Sasaran Kegiatan diisi dengan penjelasar
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti ibu hamil pada
kecamatan X yang sudah memasuki usia kandungan 9 bulan atau
lebih
Pengisian Kode Rekening diisi dengan kodefikasi berbasis
Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya yang disesuaikan
dengar kebutuhan BLUD
Pengisian Uraian Kode Rekening diisi dengan nomenklatur berbasis
Permendagri 90 l2O1-9 dan pemutalhirannya yang disesuaikan
dengan kebutuha-n BLUD
Pengisian Rincian Perhitungan dilakukan sebagai berikut;
a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

oran g/pegawai dan barang
b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya

c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga,
tingkat suku bunga, nilai kurs

Pengisian jumlah (Rp) diisi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan
Pengisian jumlah (Rp) diisi dengan penjumlahan dari hasil pengisian
jumlah nomor 12)
Diisi dengan nilai ambang batas total belanja
Diisi tanggal, bulan, dan tahun

13)

14)

ls)
16)

6. FORMAT RINGKASAN RENCANA BSINIS
PENDAPATAN. BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAN ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
......,..'...,',..''.'''..'''.''''(2)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN(3)
TAHUN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN....

.(1)

......(4)
No. Uraian Jumlah (Rp)

1....(4) 2.....(s) 3.....(6)
PENDAPATAN
Jasa l,ayanan
Hibah
Hasil Keiiasama
APBD
I"ain-lain Pendapatan BLUD
yana sah
J urnlah
BELANJA
REI-AN.IA OPERASI
Belania Pesawai

Belania Barang dan Jasa



ia Bunga

Pelanja l,ain-lain
f.lumlah
RELANJA MODAL
Belanja Tanah

a Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan

ehnja .lalan, trigasi, dal
lia.ilrea,
lBelanja Aset Tetap l,ainnya
Belania Aset Lainnya
!umlah
SURPLUS/DEFIS]'I
lppLaernvAAI.l
lpewenrrraeerq PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa trbih

Perhitungan Anggaran
{SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

Divestasi
lPenerimaan Utang/ Piniaman
Uumlan
lpeNoeLuaneN PEMBIAYAAN
llnvestasi
lPembayaran pokok
lUtang/Piniaman
i.Jumtah
Pembiayaan Netto
Sisa lebih/Kurang

Pembiayaan Anggarar
Tahun Berkenaan
(SiLPA/SIKPA)

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp.......(7) (8)

Pemimpin Badan
l,ayanan Umum
Daerah

(ttd)
(nama lengkap)
NIP.................
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Petunjuk Pengisial Formulir Ringkasan RBA BLUD (Pendapatan, Betanja,
Pembiayaan)

l) Diisi dengan nama BLUD
2) Diisi Tahun Anggaran
3) Pengisiai kolom satut kolom 1, diisi dengan nomor urut

pendapatan, belanja, pembiayaan;
4) Kolom 2, diisi deogan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatal
selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima
oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan
belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke
jenis-jenis belanja; dan Dalam kelompok belanja modal
diuraikan ke jenis-jenis belanja;



44

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman ura.ian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam
kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran
pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan

6) Diisi dengannil,ai ambang batas total belanja
7) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

7. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN/KOTA (1)

............. .......(2)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN {3)

DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN,..PENDAPATAN BELANJA
JumlahUraianNo

6352.....41

PENDAPATAN
Jasa
a
b
Dst
Hibah
a.
b
Dst
Hasil asama

b......
Dst
APBD

b.
Dst
t ain-l,ain Pendapatan BLUD

Sah

b. ....
Dst
Jumlah
R F] I,AN.I A
BELANJA OPERAST

aPe
a.
b
c

Dst
dan JasaBelan a

b......

]q)

a. .....

a.

I a.

a.
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c

Dst
Belania Bunga
a.
b.
c

Dst
Belalia l-ainlain
a.
b
c
Dst
BELANJA MODAL
Bel,ania Tanah
4......
b
c
Dst
Belanja Peralatan dan Mesin
a
b.
c

Dst
Belanja Gedung dan
Bangunan
Et......
b
c
Dst
Belanja Jalan, lrigasi dan
Jaringan
a.
b
c
Dst
Belania Aset Tetap Lainnya
a.
b
c
Dst
Belania Aset l,ainnya
a
b......
c
Dst
Jumlah
Surplus (Defsit|
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

____L

I
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Penggunaan Sisa f2bih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anqgaran Sebelumnya
Divestasi
Penerimaan Utang,/ Pinjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
lnvestasi
Pembiayaan Pokok
Utanq/Piniaman
Jumlah
Pembivaan Netto
Sisa trbih/Kurang
Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA/ SiKPA)

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp.......(7) .....,..........2O.....(81
Pemimpin Badan
layanan Umum
Daerah
(ttd)
(nama lengkap)
NIP.................

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD (Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan) :

l) Diisi nama provinsi/kabupaten/ kota;
2) Diisi dengan nama BLUD;
3) Diisi Tahun Anggaran;
4) Pengisian kolom satu

Kolom l, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaar.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraial kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja
modal, dalam kelompok betanja operasi diuraikan kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek betanja dan dalam kelompok betanja modal
diuraikan ke kelompok, jenis, objek, dan rincian objek betanja; dan

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaar dan pengeluaran pembiayaan;
Dalam kelompok p€nerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan pembiayaan;
Dalam kelompok pengeluaian pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
pengeluaran pembiayaan.

6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, betanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

7) Diisi dengan nilai ambang batas total belanja; dan
8) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.

t
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8. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN

Dst.

.......(r)Provlnsl/K.bupaten/Koti*

..3l : r-xu-[-r-rr-lr--......---........

,uml.h lbl
6=5.1..!....

I
1 4

BLUD1

. BLUD

atan SLUO

,... .........20.....(10)

x.p.l.s(Po"

{td)'a'

{''.'l|. L!ns}.p)
NI

Catatar Hasil P.mbaha$n

1

2

EE
EE

'@r.tyangtid.k P€rlu

"n.rasi dig.nli dengan 'Is tr.rx x.Fl.5l@o"

"'dlt.ndatant.ni oleh P.mimpln BLUO untut Rumah

S.kitD.creh
.{13)P.rn.rintah 0.crah.......-

)

I
2

Petunjuk Pengisian Formulir RKA
t. nlvinsi/Gtrupaten/kota diisi dengan narna

provinsi / kabu paten / kota;
2. iahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direnlalakan;
3. organisasi-diisi dengar nomor kode perangkat daerah dan nama

SKPD;
4. Kolom I (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun kelompok'

jenis, objek, rincian objek pendapatan;
5. kolom i (uraian) diiJi dengan uraian dengan uraian nama akun'

kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan;

6. Kolom 3 
' 
ivolume)- diisi dengan jumlah target dari rincian objek

pendapatan;
7. kolorr q (saiuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

yang direncanakan;
A. kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan bessran satuan pendapatar:
9. rolom 6 ii,r-i.tt) {ii"i a".rg"o jumlah pendapatar yang direncanakan

menurutLlompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan' Jumlah
pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5;

n!I{CAT{A KTR'A DAI{ A]IGGARAII

SATUAI{ XERIA PIRAiEX,AI OATRAH 

-
(.---l7l2 l5l
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10. Diisi tanggal, bulan, dan tahun;
1 1. Formulir Rl(A-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
12. Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-pendapatan

oleh tini anggaran pimerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari
hasil pemblLasan oleh tim anggaran p€merintah daerah untuk
mendapatkan perhatian Kepata SKPD dicantumkan dalam baris

catatan hasil Pembahasan:
13. Seluruh angg;ta tim arggaran pemerintah daerah menardatangani

formulir RKA--Pendapatan yang telah dibahas yang dilengkapi dengan

nama. NIP dan jabatan.

9. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BEI-ANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

Formulir RKA -
Rincian Belanja

Provinsi/ Kabupaten / Kota")
Tahun Anggarart.....

(l)
(2)

Urusan Pemerintahan : x ...(3)

(4x.roaBidang Urusan
(5)x.)o<.)ct....Program

(irwd.ctlSasaran Program
..(7)

..(8)
Capaian Program outcomel

Kegiatan : x.xx.>o<.raa.

x.roa.roa.r(ra.x_)oa.)o<Organisasi
x.)oaia<.roa. X-)o<.lo<.)oa. ....Unit

Jumlah tahun n RP ... . )...(12)

Indikator & Tolak Ukur Kineda Kegiatan (14)

Target Kineia
a

Tolak UkurIndikator

Capaian Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

Sasaran Kegiatan .... (l s)Kelompok

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satua! Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.)o(.)o(.)o(.ro(. ... (16)

Lkasi*: (Provinsi sarnpar
Kecamatan, IGb/Kota
sam KelurahanSumber Dana : .......(17)

(kuantitas, dengan satuan disamakan (18)
Sub Keluaran /sub kegiatan)

Mulai .... Sampai.. ... ....(19)waktu Pelaksanaan

Keterangar i ..........(2O)

l

Jumlah Tahun n- 1

_..r91

_._...(101

' L..q-U-

1 ......(. .) ...(13)

l
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2... l22l 3... (23) s...l2sl 6=3xs ...126)

5 I I Belanja
PeRa$'ai

5 1 1
x Belanja

Pega&ai BLUD

5 1 1
x x Belanja

Pegawai BLUD

5 1 1
x x x Belanja

Pegawai BLUD

5 1 2
Belanja
Barang darr
Jasa

5 1 2
Belarja
Barang dan
Jasa BLUD

5 1

1

2

2

x

x

x

x x

Belanja
Barang dan
Jasa BLUD
Belanja
Barang dan
Jasa BLUD

5 I 3 Belanja Modal
Tanah

5 I 3 x Belanja Modal
Tanah BLUD

5 I 3
x x Belanja Moda.l

Tanah BLUD

5 1 3
x x x Belanja Modal

Tanah BLUD

5 1 4
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

1 4
x Belanja Modal

Peralatan dan
Mesin BLUD

5 I 4
x x Belanja Modal

Peralatan dan
Mesin BLUD

5 1 4
x x x Belanja Modal

Peralatan dan
Mesin BLUD

5 l Belanja
Modal.. dst

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan

1...{21) 4....241

x

5

x



50

-...,tangeat......{27 )

Kepala SKPD*"
(tanda tangan)'*'

{nama l,engkap}

Keterangan : ...(28)

Talggal Pembahasan :.....

Catatan Hasil Pembahasan

NIP,,..-,

1

2

Dst.

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan "atas nama Kepala SKPD"
***Ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Puskesmas

Daerah
Tim Anggaran Pemerintah
..................................(2e)

Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

Dst.

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Rincian Belanja:
1. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/

kota:
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
3. Bidang Urusan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan

dan nama bidang urusar pemerintahan daerah yang dilaksalakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

5. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama
program dari kegiatan yang berkenaan;

6. Baris kolom Sasaran program (impact) diisi dengan penjelasan dari
sasaran program yarg diharapkan.

7. Baris kolom Capaian program (outcome) diisi dengar penjelasan dari
capaian program yang diharapkan.

8. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama
kegiatan yang atan dilaksanakan;

9. Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan
nama satuan kerja perangkat daerah.

10. Baris kolom Unit Organisasi diisikan dengan nomor kode unit
perangkat daerah dan nama unit satuan keda perangkat daerah.

11. Baris kolom Alokasi Tahun n-1 diisikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang telah dilaksanakan I tahun sebelumnya dari tahun
yang direncanal<an.

No.
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l.+

l6

1.7

18

l9

20.

21,
22
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Baris kolom Alokasi Tahun n diisikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanalan dalam tahun yang direncanalan.
Baris kolom Alokasi Tahun n+1 diisikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang
direncanakan .

Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan:
I ) Kolom totak ukur kinela diisi dengan tolak ukur kineda dari

setiap masukan dapat berupajumlah dana, jumlah SDM, jumlah
jam kerja, jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk
menghasilkar keluaran dalam tahun anggarar yang
direncanakan.

2) Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi keda yang
dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan,
keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur
kinerja.

Baris kolom Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan
gender.
Baris kolom Sub kegiatan diisi dengan nomor kode sub kegiatan dan
nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan.
Baris kolom Sumber dana diisikan dengan jenis sumber dana untuk
mendanai pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Dan kolom l,okasi diisikan dengan nama lokasi
atau tempat setiap sub kegiatan dilal<sanakan.
Baris kolom Sub keluaran diisikan barang atau jasa yang dihasilkan
oleh sub kegiatan yang dilaksalakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan kegiatan serta program darl kebijakan.
Baris kolom waktu pelaksanaan diisikan dengan waldu pela,ksanaan
dari sub kegiatan yang akan dimulai dari kapan sampai dengan
selesainya sub kegiatan tersebut.
Baris kolom Keterangan diisi dengan, antara lain:
1) kode 1: menunjang pendidikan;
2) kod,e 2: menunjang kesehatan;
3) kode 3: infrastruktur;
4) kode 4: prioritas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5) kode 5: prioritas daerah bagi Kabupaten / Kota.
Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akunjenis belanja;
Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek belanja.
Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah
orang/ pegawai dan barang.
Kolom 4 (satuan) diisi dengan satua! hitung dari target rincian objek
yang direncanakan seperti unit, wa-ktu/jam/hari/bulan/ tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
Kotom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
Kolom 6 Uumlah) diisi dengan juml,ah perkalian antara volume dengan
harga satuan.
Diisi targgal, bulan, dan tahun. Dan formutir RKA-Belarja
ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nanna
lengkap dan NIP yang bersalgkutan;
Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir Rl(A-Belanja oleh
tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil
pembahasan oleh tim anggaran pemerintalt daerah untuk
mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris
catatan hasil pembahasan; dan

13.

15.

23.

25.

26.

27.

24.
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29

i0. FoRMAT RENCANA KERJA DAN ANCGARAN PEMBIAYAAN

Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menardatangani
formulir RKA-Belanja yang telah dibahas yang dilengkapi dengan
nama, NIP dan jabatan.

r(mul!Rx-{ P.nbry.a sItPD

}XIrcA}{  KER,'A DAN A}Id]ATAN
PE'A}AI PENGEOI! XESA}{GAN DTIIAE

Pr.rir/K.b,rr.n/Yor. O)

rdln^43'D .......(4
FlnqhAnla.rbPemb,yaa

Ggasln:r:{x*K

P.anunarn An8!,m (SI-PA)

r.ddnir Aq!n. (slliP-{)
B1T'D

Pdhnunsm 
^nssr.a 

€'Ll^)

Pa{tunsa -An.g&n (S,LPA)

B'gD

P...nIffi lr.arlADms

Pom,l1., U!r!./I1nrn&

}6ad:eghi&$Dha

o

II

II

II



53

Tn Ane&n Ldmnrah D:mh tlz)
tIP

I

Petunjuk PengisianFormulir RKA- Pembiayaan
Formulir ini tidat diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya pengerjaan
dilakukan oleh satuan keia pengelola keuangan daerah.
l. Provinsi/ Kabupaten/Kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun argga.ran yang direncanakar;
3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dal narna satuan

kerja perangkat daerah
4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan
pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian) diis,i dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan, yang dilanjutLan
dengan pengeluaran pembiayaan.

6. Kolom 3 fumlah) diisi dengan jumlah jenis pembiayaan berkenaan yang
merupakan hasit penjumlahan dari seluruh objek pembiayaan yang
termasuk dalam jenis pembiayaan bersangkutan.

7. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis
penerimaal pembiayaal

8. Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahal
seluruh jenis pengeluaran pembiayaan.

j
ftmb.ren Po&.LUr g,aa
,duhT@o R@.d.lz&5ur

2

&oh1r2tu 10&0Lltaae&s
Jduh Tdnpo R.?ad. L,f,,82

2

hrib.tffi ?.*okoloa , ag
JarDi T!a. Ra.d. Ld.s.

2 )
hrb.ymn Potot Urmr , -^
Jduh Taro Ecprda Lnbesr

., . - ..r...(9)
fiplLSPI(D'(:O

NI!.. ..
.ilDs dq-h dhre'& ulEl.slxryDt
..d!e drtdgior otn Pm,p,r BllrD LDbt Rx@h S&r D.rdl

0t)

Gr*m lln Pm6:n.san

2

IIIIIIIII

3

-T-[

I II



54

9. Diisi tangtEal, bulan, dan tahun;
10. Formulir RI(A Pembiayaan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPKD

dengan mencaritumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
11. Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA Pembiayaan

SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari
hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk
mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicartumkan dalam baris catatan
hasil pembahasan;

l2.seluruh anggota tim anggaran pemerintah daeralt menandatangani
formulir RKA Pembiayaan yang telah dibahas yang dilengkapi dengan
nama, NIP dan jabatan.

13. FORMAT PERUBAHAN RBA BEI.{NJA BLUD

pf [EnM$]ArouNstlA4ralB'r^olA(1
,' ,.,,. (21

psxA{ l Ro{rftq0slls Dar^l{cAlan

3. (5'2.-(5

IIII

i r... rst

--T-
---|_



55
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Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan RBA Belanja:
1) Diisi dengan nama BLUD;
2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
3i Pengisian kolom satu Kolom l, diisi dengan nomor urut belanja;
4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:' 

Uraian pertama yarg harusdicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni
uraian 

^betanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja
kedalam ketompokk betanja, yang pertama kali dicantumkan adalah
belania operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja
operasi, rincia, objek belanja operasi
Setelah menguraitao Uetatl" operasi, langkah selanjutnya adalah
menguraikan belanja modal mulai darijenis belanja modal, d-engan masing-
masing objek belanja modal dan rincian objek betanja modal;

5) Pengisiar kolom tiga, sebagai berikut.:' 
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian
objek, dari setiap objek belanja sebelum perubahan RBA dibuat
beraasarkan sumber pendaaaan untuk mendanai belalja dimaksud'
Sumber pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan,
Hibah, Hisil kerjasaoa, Iain-lain pendapatan BLUD yang sah dan
APBD;

6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut.:' 
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian
objek, dari setiap objek belanja setelah perubahan RBA dibuat berdasarkan
sumbe!' pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud Sumber
pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil
kedasama, Iain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD;
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7) Kolom lima diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah angg.uan
belalja sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebelum
perubahan dan setelah perubahan.

8) Diisi dengan besaran ambang batas total belanja yang telah ditentukan. 9)
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilengkapi dengan tanda tangan,
nama lengkap, dan NIP dari Pemimpin BLUD.

12, FORMAT PERUBAHAN RBA PEMBIAYAAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(1)
...........(2)

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGCARAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN .....(3I

No Uraian Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

1 (4) 2..... (s) 3.....(6) 4......(71 s.-...(8)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
Penggunaan sisa
lebih perhitungan
Anggaran (SiLPA)
tahun anggaran
sebelumnya

Divestasi

Penerimaan
Utang/ Pinialnart

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Investasi

Dst

Pembia) aan Pokok
Utang/Piniaman

Dst

.iumlah

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(nama lengkap)
NIP..................

20...,.(e)

Tambah/
Ku rang
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Petunjuk Pengisian Formulir Perubalan RBA Pembiayaan:
1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
2) Diisi dengan nama BLUD;
3) Diisi dengan tahun angga.ran yang direncanakan;
4) Pengisia! kolom l, diisi dengan nomor unit pembiayaan;
5) Pengisian Kolom 2, Sebagai Berikut:
a. Penerimaan Pembiayaan

(l)Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih
lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan
pembiayaan;

{2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan,
seperli penggunaan sisa tebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman
merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang te.masuk dalam
kelompok penerimaan pembiayaan;

(3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan
pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan
berkenaan

b. Pengeluaran Pembiayaan
{l) Uraian pertama yang dicantumkar untuk menguraikan lebih

lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran
pembiayaan;

(21 Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan,
seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman

(3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yalg
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan
berkenaan.

6l Kolom tiga diisi dengan jumlah anggaran pendaPatan sesuai jenis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek sebelum perubahan RBA.

7) Kolom empat diisi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek setelah perubahan RBA.

8) Kolom lima diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
sebelum perubahan dar setelah perubahar.

9) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilengkapi dengal tanda tangan,
nama lengkap, dan NIP dari Pemimpin BLUD.

13, FORMAT RINCIAN KEBUTUHAN PER UNIT PERUBAHAN

x:;:;:

+-+
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Petunjuk Pengisian Formulir rincian RKU per Unit Perubahan :

1) Diisi nama unit/bidang BLUD
2) Diisi nama BLUD dan lrama provinsi, kabupaten, kota;
3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
4) Program diisi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaal sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas
dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan instrumen kebijakan yang
berisi dari s'atu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh BLUD untuk mencapai tujuan dan
sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
Contoh nama program misalkan nama prograrn di BLUD PUSKESMAS
adalah Pelayanan Rawat Jalan.

5) Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yarg terkait tugas
dan fungsi BLUD. Kegiatan merupakan Tindakan yang akan dilaksanakan
sesuai dengal program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran
atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia. Contoh nama kegiatan misalkan nama kegiatan di BLUD
PUSKESMAS adalah
Pelayanan Persalinan-

6) Kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas
dan fungsi BLUD. Sub Kegiatan merupakan Tindakan yang atan
dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk
memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkal dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Contoh nama sub kegiatan
misalkan nama sub kegiatan di BLUD adalah Pengadaan tempat tidur
pasien.

7) Sumber dana diisi dengal jenis sumber dana yang digunakan yaitu
pendapatan BLUD/Pendapatan APBD/SILPA tahun sebelumnya.

8) Diisi dengan nomor dari uraian/isian yang dilal<ukan dari nama
barang/jasa.

9) Diisi dengar nama uraian dari baiang atau jasa.
10) Diisi dengan rincian spesifikasi; jumlah unit/jasa; harga satuan dari per

unit/jasa; jumlah harga; satuan yang digunakan; posisi/letak ruangan;
dan keterangan untuk informasi lainnya yang perlu ddelaskan yang
merupakan bagian barang atau jasa sebelum perubahan.

11) Diisi dengan rincian spesifikasi; jumlah unit/jasa; harga satuan dari per
unit/jasa; jumlah harga; satuan yang digunakan; posisi/letak ruangan;
dan keterangan untuk informasi lainnya yang perlu dijelaskan yang
merupakan bagian barang atau jasa setelah perubahan.

12) Diisi dengan total harga dari jur ai harga yang diperoleh dari keseluruhan
barang/jasa.

13) Disii tanggal, bulan, dan tahun
14) Diisi dengan nama lengkap, tandatangan, dan NIP pemimpin BLUD



14. FORMAT PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN
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Petuniuk Pengisian Formulir Perubahan RBA Belanja per Kegiatan:

1) Diisi nama provinsi. kabupaten, kota:
2) Diisi dengan nama BLUD;
ii oii"i denlan tahun anggaran yang direncanakan:
4lProgramdiisinamaprogramdarikegiatanBLUDyangberkenaans€sual-' ;;;:;il;"" ;;"iri-?i,"at" g- u ndin gan pada sektor vans terkait tu sas

Jan fungsi'uuO. Program sendiri merupakan instrumen kebijakan yang

t".i"i alti satu atau lebih kegiatan yarg dilaksanakan atau kegiatan

-".v-J"a v""g aikoordinasikin oleh-BLUD untuk mencapai tujuan dan

;;; k.d"d yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran'

a;;oh ";. pro-gra,i mis"llan nama prograrn di BLUD PUSKESMAS

adalah Pelayanan Rawat Jalan'
5) dil;';il- ".-" t"gitt" BLUD vang akan- dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas

a"r, f,-,rrg"i'elUO. Kegiatan merirpaktt' iinai*"' ya'g akan dilaksanakan

sesuai dengan program yang dirincanakan untuk memperoleh keluaran

;;;I;"il ?;";dv",,g ailigrt'tttt densan memanfaatkan sumber dava

y..g i..*ar". contlr, i"ma L6atan misalkar nama kegiatan di BLUD

PUSKESMAS adalah
Pelayanan Persalinan.

O) S,-,t- regiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksarakan
' sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan -pada. 

sektor yang

i"tf..ia t"g"" dalr fungsi BLUD Sub Kegiatan merupakan Tindakan yang

"t.r, 
ait"i""rr"L.., isuai dengan ptogr"m ytng direncanakan untuk

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan
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71 sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu

pendapatan BLUD/ Pendipatan APBD/SiLPA tahun sebelumnya
gt beneisian kolom Tolok Ukur Kinerja, sebagai berikut:-' 

;. 
"eilt; 

program diisi dengan uraian sasaran/cakupan objek yang

meniaai tigJt, misalnya jumlah Ibu hamit pada kecarnatar x
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b. Masukan diisi deng.ur uraian masukan yang diperlukan agar kegiatan
dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang dibutuhkan

c. Keluar:am diisi dengan uraian jumlah konkret hasil dari pelaksanaan
kegiatan, misalkai jumlah lbu hamil pada kecamatan x yang
mendapatkan persa.linar dari PUSKESMAS.

9) Pengisian Target Kineda, sebagai berikut:
a. Target Capaian Program diisi dengan jumlah sasarar/cakupan objek

yang menjadi target, misalnya 5.OOO orang Ibu hamit pada kecamat rI
X

b. Target Masukan diisi dengaa jumlah anggaran yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlalsana, misalnya Rp 50.000.000,00

c. Target Keluaran diisi dengan jumlah konkrit hasil dari pelaksanaan
kegiatan, misalkan 1.000 orang {ibu hamil pada kecanatan X yang
mendapat-l<an persalinan dari PUSKESMAS.

10) Pengisian Kelompok Sasaran Kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap
karakteristik kelompok sasaran seperti Ibu hamil pada kecamatan X yang
sudah memasuki usia kandungai 9 bulan atau lebih

11) Pengisian Kode Rekening diisi dengal kodefikasi berbasis Permendagri
9O/2O19 dar' pemutakhirannya yang disesuaikan dengan kebutuhan
BLUD

12) Pengisian Uraian Kode Rekening diisi dengal nomenklatur berbasis
Permendagri 9O/2O19 dar, pemutakhirannya yang disesuaikan dengan
kebutuhan BLUD

13) Pengisian Rincian Perhitungan sebelum perubahan RBA dilakukan
sebagai berikut:
a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/ pegawai dan barang
b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang

direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat
suku bunga, nilai kurs.

d. Jumlah diisi dengan hasil perkalian dari volume, satuan dan harga.
14) Pengisian Rincian Perhitungan setelah perubahan RBA dilakukan sebagai

berikut:
a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/ pegawai dan barang
b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang

direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat
suku bunga, nilai kurs.

d. Jumlah diisi dengal hasil perkalian dari volume, satuan dan harga.
15) Kolom ini diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran

belanja sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebelum
perubahan dan setelah perubahan.

16) Pengisian Jumlah (Rp) diisi dengan penjumlahan dari hasil pengisian
juErlah nomor (i 5)

17) Diisi dengan besaran ambang batas belanja.
18) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilengkapi dengan tanda tangan,

nama lengkap. dan NIP dari Pemimpin BLUD.



61

15- FORMAT RINGKASAN PERUBAHAN RBA (Pendapatan, Belanja, Dan
Pembiayaart)

PTMCRTnraH?iovrirsvxAluP^rE{/xor ($
.,'.,....,..,-,'...,.(a
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Petunjuk Pengisian Formulir Ringkasan Perubahan RBA BLUD (Pendapatan,

Belanja, Pembiayaan):
1) Diisi nama provinsi/kabupaten/ kota;
2) Diisi dengan nama BLUD;
3) Diisi Tahun Anggaran;
4) Pengisian kolom satu: Kolom l, diisi dengan nomor urut pendapatan,

belarja, pembiayaan;
5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawa-li dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh
BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja
modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis
belanja; dan Dalam ketompok betanja modal diuraikan ke jenis-jenis
belanja.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaar
pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penet-imaan pembiayaan; dan

llL

llr.l24l!!t4r
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Dalam kelompok f,engeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
pengeluaran pembiayaan.

6) Kotom 3, diisi dengan jurnlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebelum perubahan

7) Kolom 4, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebelum perubahan

8) Kotom 5, diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan, betanja dan pembiayaan sesuai jenis sebelum perubahan dan
setelah perubahan.

9) Diisi Dengan nilai ambang batas total belanja yang telah ditentukan.
10) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilengkapi dengan tanda tangan,

nama lengkap, dan NIP dari Pemimpin BLUD.

16. FORMAT Perubahan RBA Pendapatan, Belarja dan Pembiayaan

Er n4Rosrenal,. r.vrou (rl

--,,- - - --... ----.-- -. la

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian Perubahan RBA BLUD (Pendapatan'
Belanja, Pembiayaan):
1) Diisi nama provinsi/ kabupaten /kota;

Diisi dengan nama BLUD;2
3
4

Diisi Tahun Anggaran;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaani

nsf? Inrr^l r.hun

s'eteb'rv (ur{P.dn., rna

til^,nb4& (h3.lap,-''(9

5 Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

-.1
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a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja
modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis,
obiek, dan rincian objek belanja;
Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek belanja.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
da.lam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan pembiayaan;
DaLam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
pengeluaran pembiayaan.

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan sebelum perubahan RBA;
Kolom 4, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaar setelah perubahan RBA;
Kolom 5, diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek sebelum perubahan dan setelah perubahan;
Diisi dengan nilai ambang batas total belanja yang telah ditentukan.
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilengkapi dengan tanda
tangan, nama lengkap, dan NIP dari pemimpin BLUD.

17. Format RKA Pendapatan Perubahan
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Petunjuk Pengisian Formulir RKA Pendapatan Perubahan

9.
10

Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/ Kota;
Tahun anggaran diisi dengar tahun anggaran yang direncanakan ;
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun,
ketompok, jenis, objek, rincian objek, dan rincian objek pendapatan
Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pendapatan;
Pengisian Rincian Perhitungan sebelum perubahan RKA dilakukan
sebagai berikut:
a. Kolom 2 (uraianl diisidengannamaakun, kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek pendapatan;
b. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek

pendapatan;
c. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

yang direncanakan;
d. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan pendapatan;
e. Kolom 6 (iumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan

menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah
pendapatan dari setiap rinciar objek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan 5;

Pengisian Rincian Perhitungan setelah perubahan RKA dilakukan sebagai
berikut:
a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek

pendapatan;
b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuar hitung dari target rincian objek

yang direncanakan;
c. Kolom 9 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan pendapatan;
d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang

direncanalar menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 7 dengan kolom 9;

Kolom I I diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
sebelum perubahan dan setelah perubahan
Diisi tanggal, bulan, dan tahun
Formulir Perubahan Rl<A-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD
dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pendapatan
oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil
pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatl<an
perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasan;
Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani
formulir RKA-Pendapatan yang tetah dibahas yang dilengkapi dengan
nama, NIP dan Jabatan.

7

8

11

t2
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18. Format RI(A rincian Belan Perubahan
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Petunjuk Pengisian Formulir RKA- Belanja Perubahan:
1. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
2. Tahun anggaian diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
3. Bidang Urusan diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintah dan

nama bidang urusan pemerintah daerah yang dilalsana-kan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
5. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama

program dari kegiatan yang berkenaan;
6. Baris kolom Sasaran program (impact) diisi dengar penjelasan dari

sasaran program yang diharapkan;
7. Baris kolom Capaian program {outcome) diisi dengan penjelasan dari

capaian program yang diharapkan;
8. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama

kegiatan yang akan dilaksanakan;
9. Baris kotom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan

nama satuan keda perangkat daerah;
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10. Baris kolom Unit Organisasi diisikal dengan nomor kode unit perangkat
daerah dan nama unit satuan ke{a perangkat daerah;

I 1. Baris kolom Atokasi Tahun n- 1 diisikan dengan alokasi anggaran kegiatan
yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun yang
direncanakan.

12. Baris kolom Alokasi Tahun n diisikan dengal alokasi anggaran kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

13. Baris kolom Alokasi Tahun n+t diisikar dengan atokasi anggarar
kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang
direncanakan.

14. Indikator dan tolak ukur kineda kegiatan;
1) Kolom tolak ukur kine{a diisi dengan tolak ukur kinefa dari setiap

masukan dapat berupa jumlah dana, jumLah SDM, jumlah jam kerja,
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan.

2) Kolom target kineda diisi dengan tingkat prestasi keqa yang dapat
diukur pencapaianya atas capaian prograrn, masukan, keluaran, dan
hasil yang ditetapkar dalam kolom tolak ukur kinerja.

15. Baris kolom Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap
karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.

16. Baris kolom Sub kegiatan diisi dengan kode sub kegiatan dar nama sub
kegiatan yang akan dilaksalal<al -

17. Baris kolom Sumber dana diisikan dengan jenis sumber dana untuk
mendanai pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Dan kolom lokasi diisikan dengan nama lokasi atau tempat
setiap sub kegiatan dila.ksanakan.

18. Baris kolom Sub keluaran diisikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh
sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaial sasaran
dan tujuan kegiatan serta program dan kebijakan.

19. Baris kolom Waktu pelaksanaan diisikan dengan waltu pelaksanaan dari
sub kegiatan yang al<arl dimulai dari kapan sampai dengan selesainya
sub kegiatan tersebut.

2O. Baris kolom Keterangan diisi dengal, aatara lain:
1

2
3
4

Kode 1: menunjang pendidikan;
Kode 2: menunjang keaehatan:
Kode 3: infrastruktur:
Kode 4: prioiitas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5) Kode
5: prioritas daerah bagi Kabupaten/Kota.

21. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis belanja;
22. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian

objek dan sub rincian objek belanja.
23. Pengisian Rincian perhitungan sebelum perubahan RKA dilakukan

sebagai berikut:
a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/ pegawai dan barang.
b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukural isi dan sebagainya.

c. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tariff,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

d. Kolom 6 fiumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume dengan
harga satuan .

24. Pengisian Rincian Perhitungan setelah perubahan RKA ditatukar sebagai
beriku t:

a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah
orang/ pegawai dan baralg.
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b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung daii target rincian objek
yang direncanakan seperti unit, waltu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya-

c. Kolom 9 {harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tariff,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs

d. Kolom 10 6umlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan

25. Kolom 11 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggara-n
sebelum perubahan dan setelah perubahan.

26. Diisi tanggal, bulan, dan tahun. Dan formulir RKA-Belanja
ditandatangani oleh
Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang
bersangkutan;

27. Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir Rl(A-Belanja oleh tim
anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil
pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan
perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasar; dan

28. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani
formulir RKA-Belanja yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama,
NIP dan jabatan.
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1g.Format RKA Pembiayaan Perubahar
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Petunjuk Pengisian Formulir Perubahan RI(A Pembiayaan
Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja pera-ngkat daerah lainnya
pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.
1) Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota;
2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakai ;

3) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah da-n nama satuan
kerje Derangkat daerah

4) Kolorn 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan rincian objek

5) Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan, yang dilanjutkan
dengan pengeluaran pembiayaan

6) Kolom 3 (iumlah) diisi dengan jumlah jenis pembiayaan sebelum
perubahan anggaran

7) Kolom 4 (l'umlah) diisi dengan jumlah jenis pembiayaan setelah
perubahan anggaran;

8) Kolom 5 diisi dengan selieih lebih/kurang antara jumlah anggaran
sebelum perubahan dan setelah perubahan;

9) Jumlah penerimaan merupakan hasil dari pnjumlahan seluruh
penerimaan dan pembiayaan;

1O)Jumlah pengelualan pembiayaan merupakart hasil dari penjumlahan
seluruh jenis pengeluaran pembiayaan;

111 Diisi tanggal, bulan, dan tahun;
12) Formulir Perubahan RKA Pembiayaan SKPD ditandatangani oleh Kepala

SKPD dengan mencanturrkan nama lengkap dan NIP yang
bersangkutan;

l3)Keterangan diisi dengan tanggal pemahas formulir Perubahan RKA
Pembiayaan SKPD oleh tim .nggFrert pemerintah daerah. Apabita
terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim arggaran pemerintah
daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumken dalam
bariE catatan hasil pe&bahasan;

14) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani
formulir Perubshan RKA.

B A TORA"IA

RAK TOMBEG

r
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANCAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMAT PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANCAN

1. Format Buku-Buku yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan

BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENERIMAAN

\o Nb.

Buktl (D
Tanggal (2) Urai an

(3)
Penerimaan

(4)
Pengeluaran

(5)
Sal do

(6)

SALDO I{AS AIfiIR (7)

Petunjuk pengisian:
l) Diisi dengan nomor bukti transaksi penerimaar;
2) Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan;
3) Diisi dengar kode rekening penerimaan sesuai dengan jenis transaksinya;
4) Diisi dengan uraian penerimaan sesuai dengan koderekening tralsaksinya;
5) Diisi dengan jumlah nominal rupiah penerimaan transaksi;
6) Diisi dengan jumlah nominal rupiah pengeluaran transaksi;
7) Diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi nominal rupiah dari

penerimaan danpengeluaran transal<si;
8) Diisi dengan jumlah atau saldo a-kumulasi alhir rupiah dari kolom saldo.
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\ l\o. Bukti
(1)

Tanggal
(2)

Urai an
(3)

Penerimaan
(4)

Pengeluaran
(5)

Saldo
(6)

SAIDO KAS AKHIR (7)

PEMERINTAI{ KABUPATEN TANA TORAIA
BADAN IAYANAN UMUM DAERAH

BI]KU BANK
BENDAI]ARA PENERIMAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUKU TUNAI
BENDAHARA PENERIMAAN

li
o

\o. Bukt
i

(1)

Tangg

al
(2)

Peneri maan

(4)
Pengeluaran

(5)
Saldo

(6)

SALDO I{AS AKHIR (7)

Petunjuk pengisian:
l)Diisi dengan nomor bukti transaksi penerimaan tunai;
2)Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan tunai;
3)Diisi dengan uraian penerimaan tunai sesuai dengan
transaksinya;

kode rekening

Petunjuk pengisian:
1)Diisi dengan nomor bukti transaksi penerimaan bank;
2)Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan bank;
3)Diisi dengan uraian penerimaan bank sesuai dengan kode rekening
transaksinya; 4)Diisi dengan jumlah nominal rupiah penerimaan tansaksi
barlk:
s)Diisi dengan jumlah nominal rupiah pengeluaran transaksi bank;
6)Diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi nominal rupiah dari

penerimaan dan pengeluaran transaksi bank;
7)Diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi akhir rupiah dari kolom saldo.

Uraian
(3)
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4)Diisi dengarjumlah nominal mpiah penerimaan transaksi tunai;
s)Diisi denganjumlah nominal rupiah pengeluaran t"ansaksi tunat,
6)Diisi dengan jumlai atau saldo akumulasi nominal rupiah dari penerimaan

dan pengeluaran rransaksi tunai;
7)Diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi akhir rupiah dari kolom saldo.

2. Format Buku-Buku yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran

MMERINTAH KABUPATEN TANA TORAIA
BADAN TAYANAN LWIUM DAERAH

BUKU BANK
BENDAITARA PENGELUARAN

\ No.

Bukti
(1)

Tanggal
(2)

Kode

Rekeni ng
(3)

Peneriman
(4)

Pengeluaran Saldo
(6)

SALDO MS AIGIR (7)

Petunjuk pengisian:
l) Diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran bank;
2) Diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran bank;
3) Diisi dengan uraian pengeluaran bank sesuai dengan kode

rekening transaksinya;
1) Diisi dengan jumlah nominal rupiah penerimaan transaksi bank;
5) Diisi dengan jumlah nominal rupiah pengeluaran transaksi bank;
6) Diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi nominal rupiah dari

penerimaal dan pengeluaran transaksi bank;
7) Diisi denganjumlah atau saldo akumulasi akhir rupiah dari kolom saldo.
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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BADAN T,AYANAN UMUM DAERAH

BUKU TUNAI
BENDAHARA PENCELUARAN

Petunjuk pengisian:
l)Diisi dengaa nomor bukti transakai pengeluaran tunai;
2) Diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran tunai;
3) Diisi dengan uraian pengeluaran tunai sesuai dengan kode

rekening transaksinya;
4) Diisi denganjumlah nominal rupiah penerimaan transaksi tunai;
5) Diisi denganjumlah nominal rupiah pengeluaran transaksi tunai;
6) Diisi denganjumtah atau satdo akumulasi nominal rupiah dari

penerimaan dan pengeluarar transaksi tunai;
7)Diisi denganjumlah atau saldo akumulasi akhir rupiah dari kolom saldo

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA"IA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUKU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

\ No. Bukti
(1)

Tangga

I
(2)

Ura ian
(3)

Penerinnan
(4)

Pengeluaran
(5)

Saldo
(6)

SALDO KAS AKHIR (7)

Petunjuk pengisian:
I ) Disi dengan nomor buliiti trafisaksi pengeluaran panjar;
2) Diisi dengan tanggal transaksipengeluaran paljar;

N \o. Bukti
(l)

Tangal
(2)

Urai an
(3)

Penerimaan
(4)

Pengeluaran
(5)

Saldo
(6)

SALM MS AMIR (7)
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3) Diisi dengan uraian pengeluaran sesuai dengan kode
rekening tlan saksinya;

4) Diisi denganjumlah nominal rupiah penerimaan transaksi panjar;
S)Diisi dengan jumlah nominal rupiah pengeluaian transaksi panjar;
6) Diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi nominal rupiah

dari penerimaan dan pengeluaran transaksi panjar;
7) Diisi denganjumlah atau saldo a.kumulasi akhir rupiah dad kolom saldo

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORA.IA
BADAN LqYANAN UMUM DAERAH

BUKU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

\ No. BuIt
i

(t)

Tangg

al
(2)

L rai an
(3)

Peneri maan

(4)
Pengeluaran

(5)
Saldo

(6)

SALDO IGS AXIIIR (7)

Petunjuk:
( 1) oiisi dengan nomor bukti tra.nsaksi pemotongan atau penyetoran pajak;
(2)oiisi dengan tanggal transaksi pemotongan atau penyetoran pajak;
(3)oiisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak sesuai dengan

koderekening transaksinya;
(4)Oiisi dengan jumlah nominal rupiah pemotongan pajak;
(S)Disl dengan jumlah nominal rupiah penyetoran pajak;
(6)oiisi dengan jumlah atau saldo akumulasi nominal rupiah dari

penerimaan dan pengeluaran transaksi pemotongan atau Penyetoran pajak;
(7)Disi dengal jumlah atau saldo akumulasi akhir rupiah dari kolom saldo.
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3. Format SP3BP BLUD Puskesmas

SURAT PERMINIAAN MNGESA}IAN PENDAPATAN, BEI.ANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

Tanggal :......(1) Nornor...............-.2)

Kepala PD .... ......... (3 mcmohon kepada:

BendalEra Umum Daerah selaku PPKD

agar meryesahkan dan merEbukukan pendapatan, belanja dan pembialaan sejumlah
Rp...-....-..-.-.

I Saldo Awal (4)

Rp...............
I Pendapalan (5) Rp..-..-...-
3 Belanja (6)

Rp...............
4 Saldo Akhir (7)

Untuk t}ulan........ (8)
Tahun Anggaran
(e)

Dasaa Pengesahan: organisasi Nama BLUD

lto (1)

P()gram, Kegiatan

12

Pendapatan Bclqn,a
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

(ls) Rp. ..... (14) ... (1s) Rp.......(16)

Jg4lah Pendapatan Rp. .-... (17) Jumlah Belanja Rp.......(18)

Penerirnaan Pembiayaan Pe-ngeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumla}l

Rp. -.... [20) . (21) Rp.......(22)
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

Rp. ..... (23) Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.......(2a)

. .. ...........20. ..(10)
Kepala BLUD Puskesrnas,

(ttd) (naJna lengkap)
MP.....................

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAIA BLUD
PUSKESMAS

.... (1e)
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Petunjuk Pengisian
1) Diisi tanggal SP3BP BLUD;
2) Diisi nomor SP3BP BLUD;
3) Diisi PD Ihbupaten Lamongan;
a) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2BP BLUD bulan sebelumnya Khusus untuk

saldo bulan Januari Tahun Angga-ran 2OXX diisi jumlah nihil dalam rangka
pengajuan SP3BP BLUD;

5) Diisijurnlah pendapatan yang telah diterima dalam kas BLUD;
6) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas BLUD;
7) Diisi jumlah saldo alhir (saldo awal+pendapatan-belanja);
8) Diisi periode bulan berkenaan;
9) Diisi ta'Lun anggaran berkenaan;

10) Diisi dasar penerbitan SP3BP BLUD, artara lain: Nomor Peraturan
Daerah tentang APBD / Perubahan APBD, dan Nornor serta tanggal DPA
PD Dinas teikait;

11) Diisi kode urusan organisasi dan uraian nama BLUD Puskesrnas;
12) Diisi kode rekening pendapatan;
13) Diisi julrrlah norninal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
l4r Diisi kode rekening belanjal
15) Dnsi jurnlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
16) Diisijumlah norninal rupiah untuk selurutt kode rekerlir:Ig pendapatan;

Dnsi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
belanja;

17) Diisi kode rekening penerimaan pembiayaan;
18) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening

penerirnaan pernbiayaar:r;
191 Diisi kode rekening pengeluaran pembiayaan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
pengelua.rall pembiayaan;

20) Diisi juinlah nomina] rupiah untuk seluruh kode rekening
penerirnaan pembiayaan;
Diisi juIaflah noErina] rupiah untuk seluruh kode rekerdng
pengeluaran pembiayaan;

21) Diisi tempat, tanggal, bu1an, tahun; dan
22) Diisi narna kepala PD terkait.



4. Format flP2BP BLUD Puskesmas

Petunjuk Pengisian
l) Diisi nomor SP2BP BLUD;
2) Diisi tanggal SP2BP BLUD;
3) Diisi kode BLUD Puskesmas;
4l Disi nama BLUD Puskesmas;
5) Disi nama BUD/Kuasa BUD;
6) Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD;
7) Diisi nomor penerbitan SP2BP BLUD;
8) Diisi tahun anggaran penerbitan SP2BP BLUD
9) Diisi jurda}r saldo awal yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
10) Diisi jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
I 1 ) Diisi jumlah belarja yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
12) Diisijumlah saldo akhir tercantum dalam SP3BP BLUD;
13) Diisijumlah penerimaar pembiayaan yarg tercantum dalam SP3BP BLUD;
141 Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
15) Diisi ternapat, tanggal, bulan, ahun; dan
16) Diisi nama jabatan (BUD/Kuasa BUD.)

Logo Pemerintai Kabupaten l,amongan
Pemerintah Kabupaten l-amongan

BLUD PUSKESMAS

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BET,ANJA

DAN PEMBIAYAAN BLUD

Nama BUD/Kuasa BUD
Targgal .......................
Nomor.............................
Tahun Anggaran ... ... . .. .

Nomor
Tanggal
Kode BLUD .

Nama BLUD

.. (1)

...(2)

...(4)

...(4)

Saldo Awal.....
Pendapatan
Blanja :.
Saldo Akhir....

........ (e)

........ (10)

........(ll)

....... J12l

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

..(13)

..(14)

(rs)

(ttd)
(nama lengkap)

i{IP

7A

ts)
(6)

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:

Telah disahkan sejumlah:

(16)
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5. Format laporai keualgan BLUD
5.1Contoh Format LRA BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN REALISASI ANGCARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 dan 20X0

NO URAIAN Anggaran
20x I

Realisasi
20xr zooxt

Realisasi
20x0

1

2
PENDAPATAN

Pendapat€n Jasa l,ayarian dari
Masyarakat
Pendapatan Jasa t ayanari dari
Entitas Akuntans Entitas
Pelaporan

5

6
7

Pendapat-an Hasil
Kerjasama Pendapatan
Hibah Pendapatan Usaha
LatulIrya
Jurnlal Pendapatan (2 s.d- 6)

8
9
10
11
t2
13
l4
15
16

BEI-ANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Eh.mga
Belanja Lain-lain

Jumlah BelanJa Operasi ( 11
s.d. 14)

BEI-ANJA
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NO URAIAN
Arggaran

20xt
Realis,asi

20xr P/")

Realisasi
20xo

17

l8
19

20
2t

BELAJTJA MODAL
Belenja Tanah
Belanja Pera.latan dan Mesin
B€lanja C,edung dsrl BaDgunan
Belada Jalan, I i asi dan
Jaringan

xxx xx

22 B€lanja As€t Tetap l,aiDrrya

23

2Q

25
26

27

2a

29

Belanja Aset l,ainnya
.Jumlah uelanja Modal l 1a s.d. 23)

Jumhn B€hnja {15 + 24}

SURPLUS/DEFISIT (7 '
2sl

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN

30
31

33

54

35
36

37

3a

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DATAM
NEGERI

Penerimaa-r} Pinjamsn
Penerimealr dari Divestasi
Penerirnaan Kembali Piniaman
Kepada hhak l-ain

Jumlah PenerimaaJl
Pembiayaan Dalam Negeri {31

JUMI-A}I PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

PENGEI-IJARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAI-AM

39
40

1t

e2

45

Pembayaian Pokok Pinjaman
Fengeluaran Penyertaan Modal
Pemberian Piniaman Kepsde Pihak
Irin

Jumlah Pengeluaran
PembiaYaan Dalam Neceri 39

s.d. 4l)
JUMI,AHPENCELUARAN
PEMBMYAAN

PEMBIAYAAN NETO

NF]GIiRI
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5.2 Contoh Format LPSAL BLUD

BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANCGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

5.3 Contoh Format Neraca BLUD

BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH XXX NERACA

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO
Dalam Ru ah

NO URAIAN 20x1 -2QXO
1

2
Saldo Anggaran L€bih Awal
Pensguna SAL (I l (E)

3

4

5
6
7
8

Subtotal (1 2l
Sisa tebih/ Kurang Pembiayaarr
Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

subtotai (3 + 4)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih 5+6+7)

E

E

-B

ltl(t

20x I 2oxoNO URAIAI{

ASET IANCAR
t(as di B€ndahe-ra Fengelueran

l(as pada BLUD
Kas l,ainnya S€tara Kas

ASIiT

tnvestasi Jangke Pendek Badsn Layanen Umum
Daerah
Piuteng dsri Kegiatan Operasional Badan Layanan
Umu,:n Daerah
Piutarg daii Kegiatan Non Operasional Badan I-ayarlan
UBuE Daerah
Penyisihan PiutanA Tidak TertaAih Belanja
dibayar dimuka
Uang Muka Belanja
Persediaan Badan Layanan Umum Daerah

Jumlah Aset l$car (4 e.d. 13)

I
10

tl
t2

14

7

8

I
,2

3
+

5

6



NO, URAiAN 2oxt 2Oxo

15

16

t7
18

19

20
2t

ASET T TAP
Tanah
Gedung dari Barigunan
Peralatan dan Mesin Jalan,
Irigasi dan Jaringan Aset
Tetap t,ainnya

22 lionstruksi Dalam Pengerjaan
23
24

25

Akumulasi Pen]'usutan
Jumlah Aset Tetap {17 s.d. 23J

26 PIUTANG JANGKA PANJANG

2a
29

30

33
34
35
36

37

38

39
,t0

4l
42

43

,15

g

Tagihari Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

JumlaI Piutang Jangka Panjang 127 s.d. 29)
ASET IIUTIIYA

Kemitraan dengan Piha* Ketiga
Dana Kelolaan
Aset yang dibatasi Penggunaainya
Aset Tak Ben .ujud

Aset l,ain-lain
Akumulasi Amortisasi

Jurnlah Aset l-ainnya 133 s.d. 381

JUXLAfl ASET {la + 2a + 30 + 39}

KEqIA,IBAI|

ratwaflBArt JAlrcrta PEISDEK

Utang Usaha
Utang Piha& Ketiga
Utang Pajak

Bagian t ancar Utan Jangka Panjang

xxx

50
51

Belanja yang Masih Harus Dibayar
_Peldapa@ diterima dimuka

52
53

54

55
56

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jurnlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s-d. 52)

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utanq Jangka Panjang

57 Jumlah Kewajiban Jargka Panjang {56}
NO URAIAN 2ox1 2()xo

5a

59

60
61

62

63
64

JUMI.AH KEWAJIBAN (53 + 5G}

EKUITAS
Ekuitas

JUMI.AH EKUITAS (61)

JUMI-AH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (54+62]

a2



5.4 Contoh Format LO BLUD

3

4

6

7
8
9
10

13

14
15

BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH XXX LAPORAN

OPERATIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

20x 1 DAN 20XO

URAIAN

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

Pendapatarl .Jasa Layanan
Dari Masyaratat
Pendapatan Jasa Layanan
Dari Entitas Akuntansi/
Pelaporan
Pendapatan Hasil Kerja
sama Pendapatan Hibah
Pendapatan Usaha
Lainnya Pendapatan APBD
Jumlah Pendapatan (3 s.d. a)

BEBAN
Beban Pegawai

Beban Persediaan

(Daf ain Rupiah)
Kenaikan/

2OXO Penurunan2()x1

2

EOa

xxx

16
17

18

19

20

Beban Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban l,angganan dan Jasa
Beban Pedalanan Dinas xxx

21
'2',2

24
25

Beban Penyusutan Aset
Beban Bunga

Jurntah Beban (14 s.d. 21)

SURPLUS/DEFICIT
oPERASTONAL (9 22)

26

29

27
2a

30
31

KEGIATAN NON OPF]RASIONAL
Surplus/ Defi sit Penjualan
NonI-ancar
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset
Sumlus / Defisit dari Non
Operasional l,ainnya

Jumlah €iurD lus /Defisit
Kegiatan Non Operasional
s.d.29)

SURPLUS/DEFISIT
SEBELUM POS LUAR
BIASA {23 + 30}

34
35 Pendapatan Luar Biasa

POS LUAR BIASA

36

37

38

39

Beban Luar Biasa
Jumlah Pos Luar biasa {35
s.d.36l

SURPLUS/ DEFtStT -t-O (32+ 371

B3

NO.

xr(x
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5.5 Contoh Format LAK BLUD

BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3I
DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

METODE LANGSUNG
Dalam Ru

20x I 20xooNO URAIAN

ARUS KAS DARI AXTIVITAS OPERASI ARUS MASUK KAS
PendaDetan APBD

I

2 OPF]RASI ARUS MASUK KAS

Pendapatan APBD

4 Pendapatan Jasa layanan dari Masya-rakat

Pendapatan Jasa l,ayanan Dari Entitas
Akuntasi/ Entitas Pelaporan
Pendapatan Hasil keriasama6

7 Pendapatan Hibah

Pendapatan Usaha Lainnyatt

20x1 2()X()NO URAIAN

48

49

Penerimaan Kembati Pinjaman Kepada Pihak t-ain
Jumlah Arus Masuk Kas (47 s.d. 4a)

50
5l
52

ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pokok Pinjaman

53
54
55

50

Pemberian Pinjaman Kepada Pihak t-ain
Pcnletoran Ke Kas Daerah

Jumlah Arus Keluar Kas {52 s.d. 54}
ARUS KAS BERHIH DARI AKTIVITAS
PF]NDANAAN 49 55}

57
58
59

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAH

oo Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

61
62
63
64
65
66

67
6A

Jumlah Arus Masuk Kas (60)

ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Ams Keluar Kas (64)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
TRANSITORIS {61 -65)

KENAIKAN/PENRUNAN KAS BLUD
(19+43+s6+66)

69

70

SALDO AWAL KAS SETARA HAS BLU
SALDO AKHIR KAS SETARA KAS BLU
(68 + 69)

3

5
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5.6 Contoh Forrnat LPE BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

NO URAIAN 20x1 2oxo
1

2

3

4

5

6

7

EKU ITAS AWAL

SURPLUS DEFISIT-IO

DAMPAK KUMULUTI F PERUBAHAN

KERIIAKAN / KESALAHAN MENDASAR:

KOREKSI MLAI PERSEDIAAN

SELISIH REVALUASI ASET TBTAP

IAIN-LAIN

EKUITAS AKHIR
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6.Format Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
PEMERINTAH (ABUPATEN TANA TORAJA

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN (I )

NO Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (Be*urang)

Aflggaran
dalam
DPA

Realisasi
s/d

Tahun
Lalu

Rea.lisasi
Tahun

ini
Realisasi s /d

Tahun Ini
Rp "/"

t:2)

2...l3l 3... (4) .+... (s) s... (6) 6=(4+s)... (7) 714-s)... (8) 8=(6/ 3-100)... (9)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

I.libah
Hasil Kerja Sama
Pendapatan BLUD yang s€h

Jumlal
BEl,ANJA

BEIANJA OPERASI

Bel,ania Pegawai
Belanja Bamng dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Lain-tain

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Beladja G€dung dan



a7

No

Jumlah (Rp) B€rtambah / [Berkurang)

Anggarar
dalam

DPA

Realisasi
s/d

Tahun
lalu

Realisasi
Tahun

ini

Realisasi s/' d
Tahun lni I?P

1..

12)

2... (3) 3... (4) 4... (s) s... (6) 6=(a+s)... (7) 7(3-s)... t8) 8=(6/3'1oot... (9)

Bangunan

Belanja Jalsn, Irigasi dan
Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Iumlah
Surplus/ Defisit

PEMBIT\YAAN

PENERIN{AAN PEMBL{YAAN

Pcnghitungan Sisa Lf bih
Perhiturigan Anggaran Tahun
Angaaran Sebelumnla (SiLPA)

Divestasi
Prnerimaan Utang/ Pinjaman

Jumlah
PENGEI,UARAN PEMBIAYAAN

lnvestasi
Pembayaran Pokok
Utang/Pinjaman

Jumlah
Pembiayaan Netto



Bertambah/ {Berkurang)Jumlal {RP)

Rp
Realisasi s/d

Tahun lni
Realisasi
Tahun

ini

Realisasi
s/d

Tahun
Lqlu

Anggaran
da.lam
DPA

UraianNo

8=(6/3. r00)... (e)7(3 s)... (8)6-{a+s)... (7)s... (6)4... (s)3... (4)2 \3)1

Perhitungan Anggaran
Berkenaan (SiLPA)

biht,esitunganPenghi
Tahun

BB

Mengetahui
Kepala PD/PPKD

(ttd)
NIP................

.........20.........(10)
Kepala Puskesmas
BLUD Puskesma

(ttd)
NIP.................
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Petunjuk Pengisian
1) Tahut:r anggaran diisi dengan tahun anggaran yang berkenaan;
2) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan

pembiayaan;
3) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatai/ belaJrja/ pembiayaan:

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian
pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis
pendapatan diterirna oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantutaan uraian belallja
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
operasi dan belanja modal; dalam kelorrpok belanja operasi
diuraikan kejenis-jenis belanja; dalam kelornpok belanja modal
diuraikan ke j earis-j enis belanja.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembial'aan
selanj utnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan; dalam kelompok penerimaan
p€mbiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dalam
kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
pengeluaran pembiayaan.

4) Kolom 3, diisi dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
DPA BLUD;

5) Kolom 4, diisi dengan realisasi pendapatal belaaja dan pembiayaan bulan-bulan
sebelumnya;

6) Kolom 5, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan bulan
berkenaan;

7) Kolom 6, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaal bulan-
bulan sebelumnya ditambah dengan bulan berkenaan;

8) Kolom 7, diisi dengan selisih antara anggar.rn pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

9) Kolom 8, diisi dengal persentase antara anggaran pendapatar, belanja, dan
pembiayaan dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belarja, darl
pembiayaan dikalikan 1OO.

7. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAIA

BLUDPuskesmas (1)
SURAT PERNYATAAN TANCIGUNG JAWAB

(SPU) NoMOR: ........ (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : >oor... (3)
NIP : )oo<... (4)
Jabatan ' >oo<.... (5)

Menyatalan bahwa saya bertanggungiawab atas segala pengeluaran yang
telah di bayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yarrg berhak
menerima d clan se berikut:
No Kode Rekening (6) Uraian {7) Jumlah (8)

Jumlah
(Terbilang]
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Adaoun SPJ (Surat Penanggungiawabanl kegiatan tersebut di atas ada
'^;il-;,"tJ",i;; t.t . ofru.iin surat pemvataan ini dibuat densan

!;;;gg"h.;;;;" untuk diiadikan bahan seperlunva sesuai keentuan

yang berlaku.

Fetuniuk pengieian
rr Oiisi dencan nama BLUD Puskesrnas
2i Diisi dengen nomor S['TJ:
:i oii*i a*s.t ,"..i, Kepa.la BLUD Pusl@8tnas;

4i Diisi NIP Kepala BuJD Puskesrnas;

5l Disi Jabatan Kepala BLUD Puskesmas;
ii oii.i rooae .eteni"s belanja/ pen8stuaran;

,i oli"i ,oi* belanja/ Pengeluaran:
si oilsi iurdan behnja/ pengelusran: dan

si Di"L-p.*, tanggal, bulan dan talun berkeruan'

TO

TOMBEG

*-ot


